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KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan
laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran
vang disampaikan oleh Kepala Dacrah kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Jubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai amanat Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah pasal 69 ayat 1 yang
menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah, Laporan Kelecrangan
Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun 2022 disusun dan telah sesuai dengan sistematika
penulisan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Data-data capaian yang tertuang
dalam laporan ini telah disesuaikan dengan hasil reviu yang dilaksanakan
oleh APIP Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara, dan Penyajian Laporan
Keuangan Tahun 2022 dalam laporan ini merupakan laporan un-Audited.
Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas capaian kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kkewenangan
pemerintah kabupaten.

Demikian laporan ini disampaikan, sebagai bahan evaluasi dan
pembinaan penyelenggaraan Pemecrintah Daerah oleh Pemerintah Atasan
untuk pengembangan kapasitas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada
tahun yang akan datang. Semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara
dapat berjalan dengan baik dan senantiasa mendapat keschatan dan
kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sekian dan terimakasih
Horas....Horas...Horas
Merdeka...!!!
Merdeka...!!!
Merdeka...!!!
Tarutung, *Y  Maret 2023
. BUPATI TAPANULI UTARA,

.
h
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BAB 1
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, Kabupaten Tapanuli Utara
termasuk kedalam keresidenan Tapanuli yang dipimpin oleh seorang Residen
Bangsa Belanda yang berkedudukan di Sibolga. Saat itu, Keresidenan Tapanuli
dibagi menjadi 4 (empat) Afdeling (Kabupaten), salah satu diantaranya adalah
Afdeling Batak Landen dengan Ibukotanya Tarutung, dan S (lima) Onder Afdeling
(wilayah) yang meliputi yaitu:

1.  Onder Afdeling Silindung (Wilayah Silindung) ibukotanya Tarutung;

2. Onder Afdeling Hoovlakte Van Toba (Wilayah Humbang) ibukotanya
Siborongborong;
Onder Afdeling Toba (Wilayah Toba) ibukotanya Balige;
Onder Afdeling Samosir (Wilayah Samosir) ibukotanya Pangururan,;

S.  Onder Afdeling Dairi Landen (Kabupaten Dairi) ibukotanya Sidikalang.

Tiap-tiap Onder Afdeling mempunyai satu Distrik (Kewedanaan) dipimpin
seorang Distrikchoolfd bangsa Indonesia yang disebut Demang dan membawahi
beberapa Onder Distrikten (Kecamatan) yang dipimpin oleh seorang Asisten
Demang. Menjelang Perang Dunia II, distrik-distrik di seluruh keresidenan
Tapanuli dihapuskan, para Asisten Demang yang ada di kantor Demang tersebut
ditetapkan menjadi Asisten Demang di Onder Distrik bersangkutan. Kemudian
tiap Onder Distrik membawahi beberapa negeri yang dipimpin oleh seorang
Kepala Negeri yang disebut Negeri Hoofd.

Negeri-negeri ini terdiri dari beberapa kampung, yang dipimpin seorang
Kepala Kampung yang disebut Kampung Hoafd dan juga diangkat serupa
dengan pengangkatan Negeri Hoofd. Negeri dan Kampung Hoofd statusnya
bukan pegawai negeri, tetapi pejabat-pejabat yang berdiri sendiri di
negeri/kampungnya. Tugas utama Negeri dan Kampung Hoofd ialah memelihara
keamanan dan ketertiban, memungut pajak/blasting/rodi dari penduduk
Negeri/Kampung masing-masing. Pada waktu pendudukan tentara Jepang
Tahun 1942-1945 struktur pemerintahan di Tapanuli Utara hampir tidak
berubah, hanya namanya yang berubah seperti:

* Asisten Resident diganti dengan nama Gunseibu dan menguasai seluruh

tanah batak dan disebut Tanah Batak Sityotyo.
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% Demang-demang Terbeschiking menjadi Guntyome memimpin masing-
masing yang disebut Gunyakusyo.

s Asisten Demang tetap berada di posnya masing-masing dengan nama Huku
Guntyo dan kecamatannya diganti dengan nama Huku Gunyakusyo.

% Negeri dan Kampung Hoofd tetap memimpin Negeri/Kampungnya masing-
masing dengan mengubah namanya menjadi Kepala Negeri dan Kepala
Kampung.

Setelah  Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sejarah
perkembangan pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara diawali dengan
terbitnya Besluit Nomor 1 dari Residen Tapanuli DR. Ferdinan Lumbantobing
pada tanggal 5 Oktober 1945 yang memuat Pembentukan Daerah Tapanuli
dengan pengangkatan staf pemerintahannya, juga pengangkatan Kepala-kepala
Luhak dalam Daerah Tapanuli. Afdeling Tanah Batak dirubah menjadi Luhak
Tanah Batak, dan sebagai Kepala Luhak diangkat Bapak. Cornelius Sihombing
(Alm). Dalam catatan sejarah Tapanuli Utara, beliaulah dianggap sebagai Bupati
pertama Tapanuli Utara.

Kemudian sesuai dengan UU Drt. Nomor 7 Tahun 1956, di Daerah
Propinsi dibentuk daerah otonom kabupaten. Salah satu kabupaten yang
dibentuk dalam UU Drt. tersebut adalah Kabupaten Tapanuli Utara. Mengingat
begitu luasnya wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, maka untuk meningkatkan
daya guna pemerintahan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan di daerah
ini, maka pada tahun 1964 Kabupaten Tapanuli Utara dimekarkan menjadi 2
(dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Dairi sesuai dengan UU
Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi.

Pada tahun 1998 untuk kedua kalinya Kabupaten Tapanuli Utara
dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan
Kabupaten Toba Samosir, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 1998 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Mandailing Natal. Kemudian pada tahun 2003, Kabupaten Tapanuli Utara
untuk yang ketiga kalinya dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu
Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai
dengan UU Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di
Propinsi Sumatera Utara.

Sebagaimana uraian singkat sejarah perkembangan Pemerintahan

Republik Indonesia di Kabupaten Tapanuli Utara yang diawali dengan terbitnya
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Besluit Nomor 1 dari Residen Tapanuli DR. Ferdinand Lumbantobing pada

tanggal 5 Oktober 1945 yang memuat Pembentukan Daerah Tapanuli dan

pengangkatan Kepala-kepala Luhak dalam daerah Tapanuli, maka tanggal 5

Oktober ditetapkan menjadi Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3 Tahun 2003.

1.1
1.

Undang-undang Pembentukan Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba
Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Repbulik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Repbulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli
Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun 2005 - 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun
2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 -
2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2022
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 52 Tahun 2022 Tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli
Utara Tahun 2023;

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
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17. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 60 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 70 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara
Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

18. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2022;

19. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 71 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023.

1.2 Data Geografis Daerah

Data geografi Kabupaten Tapanuli Utara meliputi gambaran mengenai
karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan
kerentanan wilayah terhadap bencana. Karakteristik lokasi dan wilayah
Kabupaten Tapanuli Utara menggambarkan mengenai luas dan batas wilayah
administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi,

klimatologi dan penggunaan lahan serta potensi penggunaan lahan.

1.2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tapanuli Utara terletak di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara
pada ketinggian antara 150-1.700 meter di atas permukaan laut. Secara
geografis letak Kabupaten Tapanuli Utara diapit atau berbatasan langsung
dengan lima kabupaten yaitu, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten
Toba Samosir, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu
Utara, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan
dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Humbang Hasundutan

dan Tapanuli Tengah.

1.2.2 Letak dan Kondisi Geografis
Secara astronomis Kabupaten Tapanuli Utara berada pada posisi 1°20’- 2°

41’ Lintang Utara dan 98°05’ - 99°16’ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten
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Tapanuli Utara adalah 3.800,31 Km? yang terdiri dari luas daratan 3.793,71
Km? dan perairan Danau Toba seluas 6,60 Km?. Perhitungan luasan ini
didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan
Kabupaten Humbang Hasundutan, yang mengamanatkan bahwa Kabupaten
Tapanuli Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Tapanuli Utara dan
Kabupaten Humbang Hasundutan. Secara administratif Pemerintahan
Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 241

desa sebagaimana diuraikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Nama dan Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Utara
Persentase Terhadap
No Desa Berdasarkan Kecamatan Luas Wilayah (Km2) Total Luas
I | Parmonangan 257.35 6,78
1 [ Desa Manalu Purba 18.70 7,27
2 | Desa Manalu Dolok 30.75 11,95
3 | Desa Manalu 7.90 3.07
4 | Desa Huta Julu 30.95 12,03
5 | Desa Aek Raja 19.75 7.67
6 | Desa Huta Tinggi 29.00 11,27
7 | Desa Lobu Sunut 12.35 4,80
8 | Desa Sisordak 12.45 4,84
9 | Desa Hutatua 19.60 7,62
10 | Desa Pertengahan 21.60 8,39
11 | Desa Huta Julu Parbalik 16.50 6,41
12 | Desa Horisan Ranggitgit 14.20 5,52
13 | Desa Purba Dolok 12.30 4,78
14 | Desa Batuarimo 11.30 4,39
II | Adiankoting 502.9 13,26
1 Desa Pagaran Lambung I 30.37 6,04
2 | Desa Sibalanga 40.37 8,03
3 | Desa Pagaran Lambung II 13.40 2,66
4 | Desa Pagaran Lambung III 15.50 3.08
S | Desa Pagaran Pisang 26.87 5,34
6 | Desa Adian Koting 31.50 6.26
7 | Desa Dolok Nauli 62.75 12,48
8 | Desa Banuaji IV 17.87 3.55
9 | Desa Banuaiji I 31.25 6,21
10 | Desa Banuaiji II 16.26 3,23
11 [ Desa Pansur Batu 36.42 7,24
12 | Desa Pardomuan Nauli 48.00 9.54
13 | Desa Siantar Naipospos 39.68 7.89
14 | Desa Pagaran Lambung IV 56.25 11,19
15 [ Desa Pansur Batu II 24.27 4,83
16 [ Desa Pansur Batu I 12.14 2.41
IIl | Sipoholon 189.2 4,99
1 | Desa Rura Julu Toruan 26.10 13,79
2 | Desa Rura Julu Dolok 11.89 6,28
3 | Desa Simanungkalit 13.35 7,06
4 | Desa Hutauruk 6.92 3,66
S | Kel. Situmeang Habinsaran 17.49 9.24
6 | Desa Situmeang Hasundutan 18.41 9,73
7 | Desa Lobu Singkam 36.77 19,43
8 | Desa Pagar Batu 17.49 9,24
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Persentase Terhadap

No Desa Berdasarkan Kecamatan Luas Wilayah (sz) Total Luas
9 | Desa Sipahutar 3.19 1,69
10 [ Desa Hutaraja 3.57 1,89
11 | Desa Tapian Nauli 5.19 2.74
12 | Desa Hutaraja Hasundutan 18.42 9,74
13 | Desa Hutaraja Simanungkalit 3.53 1,87
14 | Desa Hutauruk Hasundutan 6.88 3.64
IV | Tarutung 107.68 2.84
1 Desa Siandor-Andor 8.50 7,89
2 | Desa Hutapea Banuarea 8.25 7,66
3 | Desa Parbubu Pea 1.25 1,16
4 | Desa Parbubu II 4.50 4,18
S | Desa Parbubu Dolok 7.94 7,37
6 | Desa Hutatoruan VIII 3.50 3,25
7 | Desa Parbubu I 4.75 4.41
8 | Desa Hutatoruan I 2.00 1,86
9 | Desa Sosunggulon 2.62 2,43
10 | Desa Parbaju Toruan 4.55 4,23
11 | Desa Hapoltahan 1.44 1,34
12 [ Desa Hutatoruan IV 0.87 0,81
13 | Desa Aek Siansimun 4.56 4,23
14 | Kelurahan Hutatoruan V 1.50 1,39
15 | Kelurahan Hutatoruan VI 3.25 3,02
16 | Kelurahan Hutatoruan XI 0.20 0,19
17 | Kelurahan Hutatoruan IX 0.85 0,79
18 | Kelurahan Hutatoruan X 1.04 0,97
19 | Kelurahan Hutatoruan VII 2.00 1.86
20 | Kelurahan Partali Toruan 0.62 0,58
21 | Desa Parbaju Tonga 3.50 3.25
22 | Desa Simamora 3.40 3.16
23 | Desa Hutagalung Siwaluompu 3.20 2,97
24 | Desa Siraja Oloan 3.75 3.48
25 | Desa Hutauruk 2.19 2,03
26 | Desa Parbaju Julu 3.50 3.25
27 | Desa Partali Julu 2.00 1,86
28 | Desa Sitampurung 7.75 7,20
29 | Desa Jambur Nauli 8.76 8,14
30 | Desa Sihujur 5.00 4,64
31 | Desa Hutatoruan III 0.44 0.41
V_| Siatas Barita 92.92 2.45
1 Desa Simorangkir Julu 3.00 3,23
2 | Desa Simorangkir Habinsaran 2.00 2,15
3 | Desa Enda Portibi 2.70 2,91
4 | Desa Sitompul 3.50 3,77
5 | Desa Sangkaran 3.00 3.23
6 | Desa Lumban Siagian Jae 1.50 1,61
7 | Desa Lumban Siagian Julu 0.70 0,75
8 | Desa Pansurnapitu 9.95 10,71
9 | Desa Sidagal 9.88 10,63
10 | Desa Lumban Siagian Jae 27.97 30,10
11 | Desa Lumban Siagian Julu 26.77 28.81
12 | Desa Siraja Hutagalung 1.95 2,10
VI | Pahae Julu 165.9 4,37
1 | Desa Pangurdotan 6.54 3,94
2 | Desa Lumban Gaol 9.54 5,75
3 | Desa Lumban Tonga 8.38 5,05
4 | Desa Sitolu Ama 6.00 3,62
S | Desa Simanampang 8.04 4,85
6 | Desa Lobu Pining 13.29 8,01
7 | Desa Hutabarat 6.34 3,82
8 | Desa Lumban Dolok 9.15 5,52
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Persentase Terhadap
No Desa Berdasarkan Kecamatan Luas Wilayah (sz) Total Luas
9 | Desa Simardangiang 8.59 5,18
10 | Desa Sibaganding 8.79 5,30
11 | Desa Lumban Garaga 9.64 5,81
12 | Desa Janji Matogu 8.55 5,15
13 | Desa Lumban Laean 8.75 5,27
14 | Desa Onan Hasang 7.83 4,72
15 | Desa Pantis 7.51 4,53
16 | Desa Lontung Dolok 8.54 5,15
17 | Desa Simataniari 8.28 4,99
18 [ Desa Simasom Toruan 7.52 4,53
19 | Desa Simasom 14.62 8,81
VII | Pahae Jae 203.2 5,36
1 Desa Suka Maju 19.76 9,72
2 | Desa Sitolu Ompu 45.00 22,15
3 | Desa Siopat Bahal 8.00 3.94
4 | Kelurahan Pasar Sarulla 3.00 1,48
S | Desa Nahornop Marsada 8.50 4,18
6 | Desa Setia 34.00 16,73
7 | Desa Parsaoran Samosir 14.00 6,89
8 | Desa Pardomuan Nainggolan 4.00 1,97
9 | Desa Parsaoran Nainggolan 6.00 2,95
10 | Desa Pardamean Nainggolan 6.00 2,95
11 | Desa Sigurunggurung 4.00 1,98
12 | Desa Silangkitang 12.54 6,17
13 | Desa Tadolok Nauli 38.40 18,90
VIII | Purbatua 191.8 5,06
1 Desa Bonani Dolok 25.75 13,43
2 | Desa Selamat 32.00 16,68
3 | Desa Purbatua 16.00 8,34
4 | Desa Pardomuan Janji Angkola 5.00 2,61
S | Desa Parsaoran Janii Angkola 31.00 16,16
6 | Desa Janji Nauli 34.00 17,73
7 | Desa Sitolu Bahal 14.00 7,30
8 | Desa Robean 12.00 6,26
9 | Desa Huta Nagodang 6.80 3,55
10 | Desa Sidua Bahal 7.00 3.65
11 | Desa Sibulan-Bulan 8.25 4,30
IX | Simangumban 150.00 3.95
1 | Desa Silosung 10.00 6,67
2 | Desa Simangumban Jae 32.00 21,33
3 | Desa Dolok Sanggul 30.00 20,11
4 | Desa Aek Nabara 13.00 8,67
S | Desa Simangumban Julu 35.00 23,33
6 | Desa Lobu Sihim 14.00 9,33
7 | Desa Dolok Saut 10.00 6,67
8 | Desa Pardomuan 6.00 4,00
X [ Pangaribuan 459.25 12,10
1 Desa Parlombuan 23.25 5,06
2 | Desa Lumban Sinaga 20.00 4,35
3 | Desa Pansur Natolu 21.00 4,57
4 | Desa Silantom Julu 29.00 6,31
S | Desa Silantom Tonga 12.20 2,65
6 | Desa Rahut Bosi 18.50 4,03
7 | Desa Batu Nadua 20.00 4,35
8 | Desa Sampangul 10.50 2,28
9 | Desa Harianja 12.00 2,61
10 [ Desa Batu Manumpak 39.00 8,49
11 | Desa Pariksabungan 7.00 1,52
12 | Desa Pakpahan 9.00 1,96
13 | Desa Najumambe 25.00 5,44
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Persentase Terhadap

No Desa Berdasarkan Kecamatan Luas Wilayah (sz) Total Luas
14 | Desa Purbatua 21.00 4,57
15 | Desa Lumban Sormin 11.00 2,40
16 | Desa Sibingke 12.00 2,61
17 | Desa Godung Borotan 14.30 3,12
18 | Desa Parratusan 22.00 4,79
19 | Desa Sigotom Julu 14.30 8,71
20 | Desa Silantom Jae 22.00 2,64
21 | Desa Padang Parsadaan 40.00 2,61
22 | Desa Parsorminan I 10.63 2,31
23 | Desa Rahut Bosi Onan 18.50 4,03
24 | Desa Hutaraja 10.50 2,28
25 | Desa Sigotom Timur 14.30 3,12
26 | Desa Sigotom Dolok Nauli 14.30 3,12
XI | Garoga 567.58 14,96
1 Desa Sibaganding 20.25 5,15
2 | Desa Padang Siandomang 69.25 12,20
3 | Desa Parinsoran Pangorian 54.25 9,56
4 | Desa Aek Tangga 49.25 8,68
S5 | Desa Simpang Bolon 69.83 12,30
6 | Desa Garoga Sibargot 74.25 13,08
7 | Desa Gonting Garoga 29.25 5,15
8 | Desa Sibalanga 49.25 8,68
9 [ Desa Parsosoran 28.04 4,94
10 | Desa Lontung Jae I 39.25 6,92
11 | Desa Lontung Jae II 34.25 6,03
12 | Desa Gonting Salak 30.25 5,33
13 | Desa Parmanuhan 11.21 1,98
XII | Sipahutar 408.22 10,76
1 Desa Onan Runggu I 30.50 7.47
2 Desa Sipahutar III 11.50 2,82
3 | Desa Siabal-Abal I 17.91 4,39
4 | Desa Siabal-Abal II 12.82 3.14
S [ Desa Aek Nauli II 4.32 1,06
6 | Desa Aek Nauli III 6.65 1,63
7 | Desa Aek Nauli I 10.40 2,55
8 | Desa Sabungan Nihuta V 27.47 6,73
9 | Desa Siabal-Abal III 14.00 3,43
10 | Desa Sipahutar II 6.00 1.47
11 | Desa Sipahutar I 11.00 2,69
12 | Desa Onan Runggu III 30.50 7,47
13 | Desa Onan Runggu II 30.50 7.47
14 | Desa Onan Runggu IV 6.50 1,59
15 | Desa Sabungan Nihuta I 7.00 1,71
16 | Desa Sabungan Nihuta II 17.00 4.16
17 | Desa Sabungan Nihuta III 16.00 3,92
18 | Desa Sabungan Nihuta IV 39.60 9,70
19 | Desa Tapian Nauli II 20.50 5,02
20 | Desa Tapian Nauli III 44.25 10,84
21 | Desa Tapian Nauli I 10.50 2.57
22 | Desa Siabal - Abal IV 7.50 1,84
23 | Desa Aek Nauli IV 6.03 1.48
24 | Desa Aek Nauli VI 12.59 3,08
25 | Desa Siabal -Abal V 7.18 1,76
XIII | Siborongborong 279.91 7,38
1 | Desa Lumban Tonga-Tonga 8.90 3,18
2 | Desa Paniaran 9.70 3.47
3 | Desa Bahal Batu III 14.40 5,14
4 | Desa Bahal Batu II 15.40 5,50
S [ Desa Bahal Batu I 11.30 4,04
6 | Desa Sitabo-Tabo 6.97 2,49
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Persentase Terhadap

No Desa Berdasarkan Kecamatan Luas Wilayah (sz) Total Luas
7 | Desa Siborongborong I 10.00 3,57
8 | Desa Siaro 6.40 2,29
9 [ Desa Sitampurung 13.50 4,82
10 | Kel. Pasar Siborongborong 5.00 1,79
11 | Desa Pohan Tonga 14.70 5,25
12 | Desa Lobu Siregar II 16.10 5,75
13 [ Desa Hutabulu 14.30 5,11
14 | Desa Lobu Siregar I 22.30 7,97
15 | Desa Pohan Jae 27.30 9,75
16 | Desa Pohan Julu 31.50 11,25
17 | Desa Parik Sabungan 17.51 6,26
18 | Desa Siborongborong II 14.63 5,23
19 | Desa Sigumbang 8.50 3,04
20 | Desa Sitabotabo Toruan 4.43 1,58
21 | Desa Silait-Lait 7.07 2,53

XIV | Pagaran 138.05 3,64
1 | Desa Sibaragas 8.80 6,37
2 | Desa Lumban Motung 7.45 5,40
3 | Desa Banualuhu 7.40 5.36
4 | Desa Lumban Julu 9.70 7,03
S | Desa Lubis 5.80 4,20
6 | Desa Lumban Ina-Ina 9.70 7.03
7 | Desa Pagaran 8.90 6,45
8 | Desa Parhorboan 9.50 6,88
9 | Desa Sipultak 6.03 4,37
10 | Desa Dolok Saribu 19.00 13,76
11 | Desa Lumban Silintong 15.00 10,87
12 | Desa Simamora Hasibuan 12.14 8,79
13 | Desa Sipultak Dolok 6.32 4,58
14 | Desa Hasibuan 12.31 8,92

XV | Muara 79.75 2,10
1 Desa Huta Lontung 9.60 12,04
2 | Desa Bariba Niaek 3.59 4,50
3 [ Desa Silali Toruan 3.75 4,70
4 | Desa Hutana Nagodang 4.96 6,22
5 [ Desa Unte Mungkur 4.59 5,76
6 | Desa Batu Binumbun 2.78 3.49
7 | Desa Simatupang 4.20 5,27
8 | Desa Aritonang 4.36 5,47
9 | Desa Dolok Martumbur 4.37 5,48
10 | Desa Sitanggor 4.99 6,26
11 | Desa Huta Ginjang 11.74 14,72
12 | Desa Silando 8.88 11.13
13 | Desa Papande 4.40 5,52
14 | Desa Sibandang 4.61 5,78
15 [ Desa Sampuran 2.93 3,67

JUMLAH.......ccccc..... 3,793.71

Sumber : RKPD Tahun 2023

Kecamatan Garoga menjadi kecamatan terluas dari 15 kecamatan yang

ada yaitu sekitar 567,58 Km?2 atau 14,96 persen dari luas kabupaten dan

kecamatan yang terkecil luasnya adalah Kecamatan Muara sekitar 79,75 Km?2

atau 2,10 persen, sementara Desa Garoga Sibargot Kecamatan Garoga

menjadi desa terluas yaitu sekitar 74,25 Km? dan Kelurahan Hutatoruan III

Kecamatan Tarutung merupakan desa terkecil dengan luas 0,44 Kmz2.
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Kabupaten Tapanuli Utara memiliki bentang alam dengan struktur alam
yang melintasi Pegunungan Bukit Barisan, memanjang dari Utara ke Selatan
Provinsi Sumatera Utara.
Gambar 1.1
Peta Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara

1.2.3 Topografi

Kabupaten Tapanuli Utara memiliki topografi berbukit dan berlembah dengan
suhu antara 12°C-28°C. Kondisi geografis yang berada pada ketinggian 150-
1.700 meter di atas permukaan laut menjadikan wilayah ini sebagai kawasan
pertanian dan agrobisnis dengan potensi pengembangan yang cukup
besar. Secara keseluruhan beberapa wilayah kecamatan berada pada
ketinggian dengan kisaran > 1.500 mdpl (Kecamatan Muara, Pangaribuan,
Sipahutar, Siatas Barita, Pagaran dan Siborongborong). Sementara itu
kecamatan yang bersebelahan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki
ketinggian yang lebih rendah, yaitu Kecamatan Parmonangan, Adiankoting,
Purbatua, Pahae Jae dan sebagian besar Simangumban. Kabupaten Tapanuli
Utara memiliki topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam, yaitu
daerah datar sebesar 3,16 persen, daerah landai sebesar 26,86 persen,

daerah miring sebesar 25,63 persen dan daerah terjal 44,35 persen.

1.2.4 Geologi
Secara umum kondisi geologi Kabupaten Tapanuli Utara didominasi oleh
jenis batuan sedimen aluvium muda dan aluvium tua. Berdasarkan hasil

analisis peta geologi yang dikeluarkan Pusat Penelitian dan Pengembangan
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Geologi, Kabupaten Tapanuli Utara dan sekitarnya tergolong ke dalam tipe
formasi pematang yang terdiri dari komposisi serpih merah dan serpih
berkarbon, batu bara, batu lanau berpasir dan konglomerat breksi. Hasil
penelitian beberapa ahli menunjukkan bahwa formasi geologi Kabupaten
Tapanuli Utara adalah peralihan antara masa tertier dan masa kwartier yakni
pada letusan Gunung Toba, dimana letusan gunung ini menghasilkan batuan
yang didominasi oleh liparitsche effusifa yang menghasilkan tanah dengan
jenis  podsolik yang sangat peka terhadap erosi. Keadaan batuan yang
bervariasi di Kabupaten Tapanuli Utara merupakan potensi yang cukup baik
sebagai salah satu bahan pembentuk batuan sumberdaya mineral. Di
Kabupaten Tapanuli Utara terdapat struktur sesar/patahan yang
merupakan proses dislokasi pada batuan yang diikuti oleh pergeseran
batuan. Indikasi adanya proses ini umumnya dapat terlihat dari gejala- gejala
morfologi pada peta topografi seperti adanya pembelokan sungai,
pergeseran bukit dan bentuk-bentuk khas lain yang menunjukkan gejala
adanya sesar/patahan. Sesar/patahan di Kabupaten Tapanuli Utara adalah
bagian dari Sesar Semangko yang diinterpretasikan sebagai suatu sesar
mendatar yang umumnya berarah relatif barat laut tenggara yang masih
aktif.

1.2.5 Hidrologi

Pemanfaatan curah hujan untuk mengairi lahan pertanian di Kabupaten
Tapanuli Utara melalui irigasi didukung oleh keberadaan beberapa Daerah
Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di wilayah ini :

Tabel 1.2
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tapanuli Utara

No. Kecamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Luas (Km2)
1 | Sipoholon Batang toru, kolang 18.920
2 | Pangaribuan Bilah, Batang Toru 45.925
3 | Adiankoting Batang toru, kolang 50.290
4 | Sipahutar DTA Danau Toba, Batang Toru 40.822
S5 | Garoga Bilah 56.758
6 | Tarutung Batang toru 10.768
7 | Simangumban Batang toru 15.000
8 | Purba Tua Batang toru 19.180
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No. Kecamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) Luas (Km2)
9 | Pahae Jae Batang toru 20.320
10 | Pahae Julu Batang toru 16.590
11 | Siborongborong DTA Danau Toba, Batang Toru 27.991
12 | Siatas Barita Batang toru 9.292
13 | Parmonangan Batang Toru, Sibundong, Kolang 25.735
14 | Pagaran Batang Toru, Sibundong 13.805
15 | Muara DTA. Danau Toba 7.975

Sumber : RKPD 2023

1.2.6 Klimatologi

Uraian tentang klimatologi bermanfaat untuk mengenali tingkat pengaruh
iklim terhadap fungsi ruang yang akan ditetapkan. Guna melakukan analisis
daya dukung lahan, klimatologi dijadikan kriteria penilaian tingkat
kesesuaian unit lahan. Beberapa variabel yang mempengaruhi kondisi
klimatologi suatu daerah diantaranya adalah besaran curah hujan, kondisi
atau tingkat suhu udara rata-rata, tingkat kelembaban udara dan intensitas
penyinaran matahari. Secara umum iklim tergolong ke dalam daerah
beriklim tropis (karena berada dekat garis khatulistiwa) yang mempunyai
musim kemarau dan musim penghujan. Berdasarkan data dari Badan Pusat
Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, sebagian besar daerah atau kecamatan
di Kabupaten Tapanuli Utara memiliki curah hujan rata-rata sekitar 100-200
mm /tahun. Hanya sebagian kecil yang memiliki curah hujan dengan rentang
antara 200-300 mm/tahun. Suhu udara kisaran maksimum 29° C, minimum

17° C serta kelembapan udara rata-rata 85,04 %.

1.2.7 Penggunaan Lahan

Potensi pengembangan wilayah dilihat dari potensi geografis, penduduk,
ekonomi wilayah, sektor andalan, sektor pendukung, sektor investasi,
keuangan dan pembiayaan serta sektor transportasi dengan pendekatan
kebijakan perwilayahan. Kebijakan perwilayahan didasarkan atas efektivitas
pembangunan diseluruh daerah ini dan untuk menyelaraskan pembangunan
berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di masing-masing wilayah
kecamatan agar pengembangannya tidak tumpang tindih satu sama lain,
sehingga  potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan dapat

dikembangkan secara optimal dan terintegrasi. Pengembangan potensi
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secara spasial dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis

kabupaten yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Tapanuli Utara, dimana kebijakan penataan ruang wilayah secara

kewilayahan diarahkan menjadi lima pusat pelayanan, yaitu:

a. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP), mencakup kawasan perkotaan
Tarutung.

b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), mencakup perkotaan Siborongborong.

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), mencakup kawasan perkotaan
Pangaribuan dan Pahae Jae.

d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) mencakup pusat permukiman
Kecamatan Pahae Julu, Purbatua, Simangumban, Garoga, Sipahutar,
Muara, Pagaran, Sipoholon, Siatas Barita, Adiankoting dan
Parmonangan.

e. Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN), meliputi Kawasan Danau

Toba dan sekitarnya.

Selain pusat pelayanan tersebut, di daerah ini dikembangkan pola
pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan hasil analisis kesesuaian
lahan untuk kawasan lindung dan kesesuaian lahan yang diarahkan untuk
budidaya (kegiatan perkotaan dan pertanian) serta pengembangan kawasan
strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan
memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan

dan perkembangan wilayah.

Tabel 1.3
Penggunaan Lahan di Kabupaten Tapanuli Utara
No. Jenis Guna Lahan Luas (Km2) %
1. | Hutan Lindung (HL) 1.236,7 32,6
2. | Hutan Produksi (HP) 0,4660 12,3
3. | Hutan Produksi Terbatas (HPT) 0,4909 12,9
4. | Hutan Suaka Alam (HSA) 0,0182 0,48
5. | Hutan Rakyat 0,2475 6,5
6. | Kawasan Sempadan Danau 0,0017 0,05
7. | Kawasan Sempadan Mata Air 0,0009 0,02
8. | Kawasan Sempadan Sungai Besar 0,0154 0,4
9. | Kawasan Sempadan Sungai Kecil 0,0934 2,5
10. | Kawasan Tambang 0,0079 0,21
11. | Holtikultura 0,1761 12,3
12. | Perkebunan 0,1616 4.3
13. | Permukiman 0,0641 1,7
14. | Pertanian Lahan Basah 0,3684 9,7
15. | Pertanian Lahan Kering 0,4450 11,7
Jumlah.....cccceiiiiiinniiincinne. 3.793,71 100,00

Sumber : RKPD 2023
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1.2.8 Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh
faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia yang
mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda dan dampak psikologis. Rawan bencana adalah kondisi atau
karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial,
budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka
waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam,
mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak

buruk bahaya tertentu.

Berdasarkan peta wilayah gempa di Indonesia, Kabupaten Tapanuli Utara
termasuk kedalam wilayah 3 dan 4, yaitu wilayah yang relatif stabil terhadap
gempa bumi dan berada pada sirkum Mediterian yaitu suatu sirkum atau
jajaran gunung api yang membentang dari Sumatera paling utara sampai
Sumatera bagian selatan dan terus melewati Pulau Jawa, Bali, Lombok,
Sumbawa dan berakhir di Kabupaten Maluku. Sirkum ini terdiri dari
beberapa gunung api aktif dan Kabupaten Tapanuli Utara berada pada
Pegunungan Bukit Barisan. Selain adanya sirkum Mediterian daerah ini
juga merupakan tempat bertemunya lempeng Samudera Indonesia di sebelah
barat dengan Lempeng Asia di sebelah Timur - Utara Sumatera dan lempeng
tersebut sangat aktif hingga sekarang. Keaktifan lempeng dapat diwakili oleh
adanya patahan (sesar) yang memanjang dari arah barat laut - tenggara yang
dinamakan sesar Semangko berjenis patahan mendatar. Patahan ini dimulai
dari ujung utara sampai ke selatan pulau Sumatera. Sesar Semangko ini
melewati Kecamatan Tarutung terus sampai Kecamatan Simangumban yang

disebut sebagai Patahan Toba dan sangat rawan gempa bumi.

Selain hal tersebut, di Kabupaten Tapanuli Utara juga terdapat daerah rawan
longsor seperti Kecamatan Parmonangan, Tarutung dan Garoga yang
memiliki kemiringan lereng diatas 20 persen dan dilewati patahan-
patahan yang aktif serta litologinya sebagian besar ditutupi oleh Tufa Toba
yang bersifat lunak. Daerah lainnya juga tetap memiliki kemungkinan

terjadinya longsor, yakni Kecamatan Sipahutar, Pahae Julu dan sebelah

LPPD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022 Hal 15



Timur Siborongborong, dimana lokasi tersebut memiliki kemiringan lereng

datar sampai terjal.

1.3 Jumlah Penduduk

Salah satu masalah dalam pembangunan yang perlu ditangani adalah
masalah kependudukan yang mencakup jumlah, pertumbuhan penduduk,
komposisi dan penyebaran penduduk. Penduduk merupakan objek sekaligus
subjek dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dapat
sebaliknya akan

modal pembangunan bila kualitasnya baik,

rendah. Untuk

menjadi
menjadi beban pembangunan bila kualitasnya itu,
peningkatan kualitas penduduk perlu menjadi perhatian dalam rangka
peningkatan kesejahteraan penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten
Tapanuli Utara berdasarkan data agregat tahun 2022 yang dirilis oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara adalah
321.514 jiwa terdiri dari laki-laki sejumlah 159.684 jiwa dan perempuan
sejumlah 161.830 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak
adalah Kecamatan Siborongborong dengan penduduk sebanyak 51.667 jiwa,
sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan
Purbatua, dengan penduduk sebanyak 8.492 jiwa. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Tahun 2022
Tahun 2021

NO Nama Kecamatan L p L+P KK
1 | Tarutung 21.467 22.245| 43.712 13.295
2 | Siatas Barita 7.562 7.593 | 15.155 4.426
3 | Adiankoting 7.592 7.707 | 15.299 4.359
4 | Sipoholon 12.343 12.589 | 24.932 7.149
5 | Pahae Julu 6.858 6.970 | 13.828 4.067
6 | Pahae Jae 5.937 6.193 | 12.130 3.730
7 | Simangumban 4.275 4.305| 8.580 2.439
8 | Purbatua 4.141 4.367 | 8.508 2.432
9 | Siborongborong 25.938 26.148 | 52.086 14.400
10 | Pagaran 9.659 9.874 | 19.533 5.559
11 | Parmonangan 7.584 7.434 | 15.018 4.162
12 | Sipahutar 14.725 14.602 | 29.327 8.042
13 | Pangaribuan 15.268 15.737 | 31.005 8.603
14 | Garoga 9.475 9.252 | 18.727 5.157
15 | Muara 7.475 7.779 | 15.254 4.476
Jumlah 160.299 | 162.795 | 323.094 | 92.296

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023
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1.4 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Secara administratif Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara terdiri
dari 15 (limabelas) kecamatan, 11 (sebelas) kelurahan dan 241 desa

sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.5
Daftar Kecamatan dan Ibukota Kecamatan Tahun 2022
No Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Kelurahan| Desa
1 Tarutung Tarutung 7 24
2 Sipoholon Sipoholon 1 13
3 Siatas Barita Simorangkir Julu - 12
4 Adiankoting Adiankoting - 16
S Pahae Julu Onan Hasang 1 18
6 Pahae Jae Pasar Sarulla 1 12
7 Simangumban Aek Nabara - 8
8 Purbatua Parsaoran Janji Angkola - 11
9 Siborongborong Pasar Siborongborong 1 20
10 Pagaran Sipultak - 14
11 Parmonangan Manalu - 14
12 Sipahutar Sipahutar - 25
13 Pangaribuan Pakpahan - 26
14 Garoga Garoga Sibargot - 13
15 Muara Huta Nagodang - 15
Jumlah............... 11 241

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli

Utara Tahun, 2023

1.5 Jumlah Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

1.5.1

Jumlah Perangkat Daerah
Berdasarkan PP 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan
bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu
Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan
kewenangan

Pemerintahan yang menjadi Daerah Kabupaten/Kota.

Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari Sekretariat Daerah,
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Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Rumah Sakit Daerah dan

Kecamatan sebanyak 45 dengan uraian sebagai berikut :

Sekretariat Daerah Kabupaten : 1
Sekretariat DPRD |
Inspektorat Daerah Kabupaten : 1
Dinas 21
Badan 5
Kecamatan : 15
Rumah Sakit Daerah |

dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Tapanuli Utara
sebanyak 49 dengan uraian sebagai berikut :
UPTD Dinas PUPR

UPTD Dinas Ketenagakerjaan

UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
UPTD Dinas Lingkungan Hidup

UPTD Dinas Perhubungan

UPTD Dinas Perpustakaan

UPTD Dinas Pariwisata

UPTD Dinas Pertanian

UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan

UPTD Dinas Kesehatan

N A PR N WN PR W =R U

Kemudian pada Desember 2021, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08
Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara, Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 44

Perangkat Daerah sebagai berikut :

Sekretariat Daerah Kabupaten : 1
Sekretariat DPRD |
Inspektorat Daerah Kabupaten : 1
Dinas ;20
Badan : 6
Kecamatan ;15
Rumah Sakit Daerah : 0

dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Tapanuli Utara
sebanyak 30 dengan uraian sebagai berikut :

UPTD Dinas PUPR . 5
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UPTD Dinas Ketenagakerjaan

UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
UPTD Dinas Lingkungan Hidup
UPTD Dinas Perhubungan
UPTD Dinas Perpustakaan
UPTD Dinas Pariwisata
UPTD Dinas Pertanian

UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan

UPTD Dinas Kesehatan

1.5.2 Jumlah Pegawai Pemerintah

A AN WODN AW

N
N

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Tapanuli Utara yang

terdata sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebanyak 4.739 orang,

dirinci sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.6
Data PNS Menurut Jabatan
ESELON (YANG TERISI)
No PD / UNIT KERJA JFU JFT JUMLAH
II.A | II.LB | III.LA | IIL.B | IV.A | IV.B

1 Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli ) 6 10 ) ) ) 79 20 108
Utara

9 Inspektorat Daerah Kab. Tapanuli ) 1 6 ) 1 ) 26 14 48
Utara

3 Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli B 1 3 B 9 B 16 6 28
Utara
Badan Kepegawaian Dan

4 | Pengembangan Sumber Daya - - 1 3 2 - 15 5 26
Manusia Kab. Tapanuli Utara

5 Badan .Pendapatan Daerah kab. B 1 1 3 8 B 10 B 23
Tapanuli Utara
Badan Keuangan Dan Aset Daerah

6 Kab. Tapanuli Utara i 1 ! 3 6 B 2 3 23
Badan Perencanaan Pembangunan,

7 | Penelitian Dan  Pengembangan - 1 1 4 2 - 13 12 33
Daerah Kab. Tapanuli Utara
Badan Penanggulangan Bencana

8 Daerah Kab. Tapanuli Utara } 1 1 3 o } 14 } 28
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

| Kab. Tapanuli Utara } 1 ! 3 ! } 21 4 81
Dinas Perumahan Dan Kawasan

10 Permukiman Kab. Tapanuli Utara } ! ! 4 ! } 22 7 36

11 Dinas ngkungan Hidup Kab. B 1 1 3 2 B 14 7 28
Tapanuli Utara
Dinas Kependudukan dan

12 | Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli - 1 1 3 2 - 11 8 26
Utara

13 Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli B 1 1 4 9 B 28 30 66
Utara
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

14 Menengah Kab. Tapanuli Utara - - - - - - - 3 3
Dinas  Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perindustrian dan - 1 1 4 2 - 15 - 23
Perdagangan Kab. Tapanuli Utara

15 Dinas Ketahanan Pangan Kab. B 1 1 4 1 B 17 10 34
Tapanuli Utara
Dinas Perindustrian dan B B B _ B B B 5 5
Perdagangan Kab. Tapanuli Utara

16 Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli B 1 1 3 11 B B 20 36
Utara
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ESELON (YANG TERISI)
No PD / UNIT KERJA JFU JFT JUMLAH
II.A | II.LB | IIILA | III.B | IV.A | IV.B

Dinas Komunikasi dan Informatika

17 Kab. Tapanuli Utara } 1 1 3 2 } 11 7 25

18 Dinas . Ketenagakerjaan Kab. B 1 1 3 1 B 7 3 16
Tapanuli Utara

19 Dinas Pertanian Kab. Tapanuli B 1 1 5 B B 54 58 119
Utara

20 Dinas P.emuda dan Olahraga Kab. B 1 1 9 1 B 10 7 22
Tapanuli Utara

21 | Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara - 1 - 3 1 - 8 5 18
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata

22 Ruang Kab. Tapanuli Utara } 1 ! S 2 } 7 13 88

23 Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli B B B _ B B 2 29 24
Utara
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. Tapanuli Utara ] ! ! 4 7 23 8 44

24 Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli ) 1 1 3 1 ) 16 6 28
Utara
Dinas Pemberdayaan Masyarakat

25 Desa Kab. Tapanuli Utara } 1 ! 4 2 B 10 10 28
Dinas Penanaman Modal dan

26 | Pelayanan Perizinan Terpadu Satu - - - 3 - - - - 3
Pintu Kab. Tapanuli Utara
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. - 1 1 - 1 - 9 8 17
Tapanuli Utara
Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan

27 Perempuan dan Perlindungan Anak ) 1 1 4 1 ) 35 8 50
Kab. Tapanuli Utara

08 Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli B 1 1 9 1 B 9 4 18
Utara

29 Satuan .Pohs1 Pamong Praja Kab. ) 1 1 3 4 ) 19 ) 28
Tapanuli Utara
DPK Sekretariat KPU Kab. Tap.

30 - - - - - - - - -
Utara

31 Rumah  Sakit Umum  Daerah B 1 9 6 78 139 226
Tarutung

39 Kecamat.an Adiankoting Kab. B B 1 1 2 1 9 B 14
Tapanuli Utara

33 Kecamatan Garoga Kab. Tapanuli B B 1 1 5 B 10 B 17
Utara

34 Kecamatan Muara Kab. Tapanuli B B 1 1 5 1 7 B 15
Utara

35 Kecamatan Pagaran Kab. Tapanuli B B 1 1 5 1 10 B 18
Utara

36 Kecamat.an Pahae Jae  Kab. ) ) 1 1 9 ) 12 ) 16
Tapanuli Utara

37 Kecamat.an Pahae Julu Kab. B ~ 1 1 4 1 16 ~ 23
Tapanuli Utara

38 Kecamat.an Pangaribuan Kab. ) ) 1 1 5 9 7 ) 16
Tapanuli Utara

39 Kecamat.an Parmonangan  Kab. B B 1 1 1 1 3 B 12
Tapanuli Utara

40 Kecamat.an Purba Tua  Kab. B B 1 1 1 1 13 B 17
Tapanuli Utara

41 Kecamat.an Siatas Barita Kab. B B 1 1 5 9 11 B 20
Tapanuli Utara

49 Kecamat.an Siborongborong Kab. B B 1 1 5 9 19 B 28
Tapanuli Utara

43 Kecamat.an Simangumban Kab. B B 1 B 9 1 11 B 15
Tapanuli Utara

44 Kecamat.an Sipahutar Kab. ) ) 1 1 4 9 14 ) 22
Tapanuli Utara

45 Kecamatgn Sipoholon Kab. B ~ 1 1 3 9 9 ~ 16
Tapanuli Utara

46 Kecamatan Tarutung Kab. Tapanuli B ~ 1 1 5 9 9 ~ 18
Utara

47 Kelurahan Hutatoruan V Kec. B B B B 1 9 1 B 4
Tarutung

48 Kelurahan Hutatoruan VI Kec. B B B B 1 3 3 B 7
Tarutung

49 Kelurahan Hutatoruan VII Kec. B B B B 1 3 9 B 6
Tarutung

50 Kelurahan Hutatoruan IX Kec. B B B _ 1 4 3 B 8
Tarutung
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Tapanuli Utara, Tahun 2023

LPPD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022

ESELON (YANG TERISI)
No PD / UNIT KERJA JFU JFT JUMLAH
II.A | II.LB | IIILA | III.B | IV.A | IV.B
51 Kelurahan Hutatoruan X Kec. B ~ B B 1 3 9 ~ 6
Tarutung
50 Kelurahan Hutatoruan XI Kec. B B B _ 1 4 2 B 7
Tarutung
53 Kelurahan Partalitoruan Kec. B B B B 1 4 3 B 8
Tarutung
54 Kelurahan Pasar Sarulla Kec. Pahae B B B B 1 B 5 B 6
Jae
Kelurahan Onan Hasang Kec.
55 | Pahae Julu } } } } ! ! S } 7
56 Kelurghan Situmeang Habinsaran ) ) ) ) 1 9 3 ) 6
Kec. Sipoholon
57 Kelurghan Pasar Siborongborong B B B B 1 3 5 B 9
Kec. Siborongborong
58 | UPT. Puskesmas - - - - - 21 52 602 675
59 | UPT. Dinas Pariwisata - - - - 2 - 8 - 10
UPT. Pasar Dinas Perindustrian dan
60 - - - - - - 1 - 1
Perdagangan
UPT. Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perindustrian dan - - - - - 4 33 - 37
Perdagangan
61 UPT. Dinas Pekerjaan Umum dan B B B B 2 1 2 B 5
Tata Ruang
62 | UPT. Dinas Perhubungan - - - - 2 - 7 - 9
UPT. Dinas Ketahanan Pangan dan
63 . - - - - - 2 - - 2
Perikanan
64 | UPT. Dinas Ketahanan Pangan - - - - 3 - 3
65 | UPT. Dinas Pertanian - - - - 1 3 12 - 16
66 | UPT. Dinas Ketenagakerjaan - - - - 1 1 1 1 4
67 | UPT. Dinas Lingkungan Hidup - - - - 2 1 - 3
68 | UPT. Dinas Perpustakaan - - - - 2 5 - 7
69 | Taman Kanak-Kanak - - - - - - 1 8 9
70 | Sekolah Dasar - - - - - - 147 1.355 1.502
71 | SMP - - - - - - 69 675 744
TOTAL (0] 34 61 108 | 151 83 1229 | 3073 4.739
Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
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Tabel 1.7
Data PNS Menurut Golongan

GOLONGAN
No PD / UNIT KERJA JUMLAH
I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a IV/b IV/c | IV/d
1 Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli Utara - - - 1 1 4 15 4 27 25 7 7 7 5 5 - 108
2 Inspektorat Daerah Kab. Tapanuli Utara - - - - - - 1 2 10 6 7 6 8 6 2 - 48
3 Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli Utara - - - - - 1 1 4 4 6 - 6 4 2 - - 28
Badan Kepegawaian Dan
4 Pengembangan Sumber Daya Manusia - - - - - 1 1 3 6 6 1 3 5 - - - 26
Kab. Tapanuli Utara
5 Badan P.endapatan Daerah kab. ) B B ) ) B 1 5 3 6 1 9 5 ) B B 23
Tapanuli Utara
6 Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kab. ) ) ) ) ) ) ) 1 6 7 4 2 2 1 ) ) 23
Tapanuli Utara
Badan Perencanaan Pembangunan,
7 Penelitian Dan Pengembangan Daerah - - - - - - 3 3 4 8 2 ) 6 1 1 - 33
Kab. Tapanuli Utara
Badan Penanggulangan Bencana
8 Daerah Kab. Tapanuli Utara ) } } ) ) 4 ) 2 8 5 4 2 2 1 } } 28
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
° Kab. Tapanuli Utara ] } ! 1 3 1 2 ° ! 3 ] 4 4 1 ! } 81
Dinas Perumahan Dan Kawasan
10 Permukiman Kab. Tapanuli Utara ) } ! ) ) 3 3 2 10 3 2 ’ 4 ) ! } 36
11 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapanuli } B 1 } ) 1 4 } 7 5 3 3 2 1 1 B 28
Utara
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
12 Sipil Kab. Tapanuli Utara ] ) ] ] 1 ] ! 3 4 3 4 6 3 ] ! ] 26
13 | Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli Utara - - - - - - 5 5 18 7 10 13 6 2 - - 66
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan ) ~ ~ ) ) ~ ) ) ~ 1 ) 9 B ) _ B 3
Menengah Kab. Tapanuli Utara
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kab. - - - - - - 2 3 5 4 1 1 5 1 1 - 23
Tapanuli Utara
15 Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli ) ~ ~ ) ) 9 6 1 5 5 4 6 4 ) 1 B 34
Utara
Dinas Perindustrian dan Perdagangan } B B } ) B ) } B 2 } 3 B } B B 5
Kab. Tapanuli Utara
16 Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli ) B B ) ) 1 5 5 3 5 1 6 4 ) 1 B 36
Utara
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GOLONGAN

No PD / UNIT KERJA JUMLAH
I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a IV/b IV/c | IV/d
17 Dinas Kgmunikasi dan Informatika Kab. ) B _ ) ) _ 4 ) 4 4 4 3 3 9 1 B 25
Tapanuli Utara
18 Dinas Ketenagakerjaan Kab. Tapanuli ) B B ) ) B ) 1 6 ) 9 9 9 9 1 B 16
Utara
19 | Dinas Pertanian Kab. Tapanuli Utara - - - - 13 19 4 7 31 13 7 14 7 3 1 - 119
20 Dinas P(?muda dan Olahraga Kab. ) ) ) 1 ) 1 ) 9 1 3 9 3 2 1 1 ) 22
Tapanuli Utara
21 Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara - - - - - - - - 1 3 2 6 3 3 - - 18
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata
22 Ruang Kab. Tapanuli Utara ) } } 1 6 4 24 5 24 11 4 o 8 1 } } 97
23 | Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Utara - - - - - 2 - - - - - 1 4 17 - - 24
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kab. Tapanuli Utara ) } } ) ) 1 5 3 10 5 5 ° 3 2 ! } 44
24 | Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Utara - - - - 1 1 1 5 3 2 3 5 6 1 - - 28
25 Dinas Pembelﬁdayaan Masyarakat Desa ) B _ ) ) _ 9 ) 3 5 3 - 7 1 B B 28
Kab. Tapanuli Utara
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
26 | Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. - - - - - - - - - - - - 3 - - - 3
Tapanuli Utara
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. - - - - - - 2 - 5 2 2 5 3 1 - - 20
Tapanuli Utara
Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
27 f - - - - - 2 - 7 6 12 3 14 6 - - - 50
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Tapanuli Utara
08 Dinas Perpustakaan Kab. Tapanuli ) B _ ) 1 9 ) 1 1 1 1 9 7 1 1 B 18
Utara
29 Satuan I?OhSl Pamong Praja Kab. } B B } ) B 3 8 s 1 ) 3 4 ) 1 B 28
Tapanuli Utara
30 | DPK Sekretariat KPU Kab. Tap. Utara - - - - - - - - - - - - - - - - -
31 | Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung - 1 - 1 - 20 49 9 32 21 20 51 8 11 3 - 226
39 Kecamatan Adiankoting Kab. Tapanuli ) B 1 ) 9 4 1 ) 9 ) ) 1 3 ) B B 14
Utara
33 Kecamatan Garoga Kab. Tapanuli Utara - - - 1 - 1 5 2 1 1 - 6 - - - - 17
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GOLONGAN

No PD / UNIT KERJA JUMLAH
I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d IIl/a | III/b | III/c | III/d | IV/a IV/b IV/c | IV/d

34 | Kecamatan Muara Kab. Tapanuli Utara - - - - - - - 5 1 5 1 2 1 - - - 15

35 Kecamatan Pagaran Kab. Tapanuli ) B B B B _ 4 4 3 1 2 2 2 - _ _ 18
Utara

36 Kecamatan Pahae Jae Kab. Tapanuli ) B B B 1 1 2 5 3 _ - 4 _ - - - 16
Utara

37 | Kecamatan Pahae Julu Kab. Tapanuli ) B B ) B 2 4 8 3 1 _ 3 2 - - R 23
Utara

38 Kecamatan Pangaribuan Kab. Tapanuli ) B B B B ~ 2 3 4 1 1 3 2 - _ _ 16
Utara

39 Kecamatan Parmonangan Kab. Tapanuli ) B B B B _ 2 2 4 1 1 _ 2 - _ _ 12
Utara

40 Kecamatan Purba Tua Kab. Tapanuli ) B B ) B _ 3 5 4 1 1 2 1 - _ _ 17
Utara

41 Kecamatan Siatas Barita Kab. Tapanuli ) B B B B ~ 4 5 2 2 4 2 _ 1 _ _ 20
Utara

42 Kecamat.an Siborongborong Kab. B ~ ~ _ 1 ~ 3 9 5 1 2 5 2 _ _ - 28
Tapanuli Utara

43 Kecamat.an Simangumban Kab. ) B ~ B _ 1 4 4 3 1 _ 2 _ - - - 15
Tapanuli Utara

44 Kecamatan Sipahutar Kab. Tapanuli ) B B B _ 1 6 3 3 4 _ 3 1 1 _ _ 22
Utara

45 Kecamatan Sipoholon Kab. Tapanuli ~ B ~ B _ 1 3 3 3 _ _ 4 2 - - - 16
Utara

46 Kecamatan Tarutung Kab. Tapanuli ) B B B B _ 2 4 2 3 1 4 2 - _ _ 18
Utara

47 Kelurahan Hutatoruan V Kec. Tarutung - - - - - - - 1 - 1 2 - - - - - 4

48 | Kelurahan Hutatoruan VI Kec. Tarutung - - - - 1 - 1 - 1 1 1 2 - - - - 7

49 Kelurahan Hutatoruan VII Kec. B B ~ B _ ~ _ 1 _ 2 1 2 _ - - _ 6
Tarutung

50 | Kelurahan Hutatoruan IX Kec. Tarutung - - - - 1 - - 2 - 1 2 2 - - - - 8

51 Kelurahan Hutatoruan X Kec. Tarutung - - - - - - - - 1 2 3 - - - - - 6

52 Kelurahan Hutatoruan XI Kec. Tarutung - - - - - - 1 - 1 2 2 1 - - - - 7

53 Kelurahan Partalitoruan Kec. Tarutung - - - - - - 1 1 - 2 2 2 - - - - 8

54 | Kelurahan Pasar Sarulla Kec. Pahae Jae - - - - - - 1 3 - 1 - - 1 - - - 6

LPPD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022 Hal 24




GOLONGAN

No PD / UNIT KERJA JUMLAH
I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a IV/b IV/c | IV/d
55 Kelurahan Onan Hasang Kec. Pahae ) B _ ) ) _ ) 4 1 ) ) 2 B ) ~ B 7
Julu
56 K}?lurahan Situmeang Habinsaran Kec. ) B B ) ) B ) 9 1 1 1 1 B ) B B 6
Sipoholon
57 K.elurahan Pasar Siborongborong Kec. ) ) ) ) 1 ) 1 ) 1 9 1 9 ) 1 ) ) 9
Siborongborong
58 | UPT. Puskesmas - - - - 5 8 57 115 133 128 79 118 24 7 1 - 675
59 UPT. Dinas Pariwisata - - - 1 - 2 1 4 - - 1 1 - - - - 10
UPT. Pasar Dinas Perindustrian dan
60 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1
Perdagangan
UPT. Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perindustrian dan - - 2 5 2 1 6 7 3 3 2 6 - - - - 37
Perdagangan
61 UPT. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ) B _ ) ) _ ) 9 B 1 1 1 ~ ) B B 5
Ruang
62 UPT. Dinas Perhubungan - - - 1 - - 2 3 - 1 2 - - - - - 9
63 UPr. Dinas Ketahanan Pangan dan } B B } ) B ) } B } } 9 B ) B B 2
Perikanan
64 | UPT. Dinas Ketahanan Pangan - - - - - 1 - - - 1 - 1 - - - - 3
65 | UPT. Dinas Pertanian - - - - 5 - 1 4 - 3 - 2 1 - - - 16
66 | UPT. Dinas Ketenagakerjaan - - - - - - - - 1 2 - - 1 - - - 4
67 | UPT. Dinas Lingkungan Hidup - - - - - - - - - 1 - 2 - - - - 3
68 | UPT. Dinas Perpustakaan - - - - - - 1 2 - 1 - 2 1 - - - 7
69 | Taman Kanak-Kanak - - - - - 1 - - 1 1 1 1 1 3 - - 9
70 | Sekolah Dasar - - - 4 19 24 24 58 281 287 278 139 229 159 - - 1.502
71 SMP - - - - 1 8 6 6 60 58 81 167 150 196 11 - 744
TOTAL - 1 6 17 65 126 292 377 789 714 582 723 575 435 37 - 4.739

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara, Tahun 2023
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Data Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan

Tabel 1.8

PD / UNIT KERJA

JENJANG PENDIDIKAN

SD

SMP

SMA

D.I D.II D.III

D.IV

S.1

S.2

JUMLAH

Sekretariat Daerah Kab. Tapanuli
Utara

16

- - 15

57

17

108

Inspektorat Daerah Kab.
Tapanuli Utara

31

10

48

Sekretariat DPRD Kab. Tapanuli
Utara

18

28

Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kab. Tapanuli Utara

15

26

Badan Pendapatan Daerah kab.
Tapanuli Utara

10

23

Badan Keuangan Dan Aset
Daerah Kab. Tapanuli Utara

12

23

Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian Dan
Pengembangan Daerah  Kab.
Tapanuli Utara

15

11

33

Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kab. Tapanuli Utara

17

28

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab. Tapanuli Utara

31

10

Dinas Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Kab. Tapanuli
Utara

19

36

11

Dinas Lingkungan Hidup Kab.
Tapanuli Utara

18

28

12

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Tapanuli
Utara

17

26

13

Dinas Kesehatan Kab. Tapanuli
Utara

27

66

14

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kab. Tapanuli Utara

Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan  Kab.  Tapanuli
Utara

14

23

15

Dinas Ketahanan Pangan Kab.
Tapanuli Utara

18

34

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Tapanuli
Utara

16

Dinas Perhubungan Kab.
Tapanuli Utara

14

36

17

Dinas Komunikasi dan
Informatika Kab. Tapanuli Utara

14

25

18

Dinas Ketenagakerjaan Kab.
Tapanuli Utara

11

16

19

Dinas Pertanian Kab. Tapanuli
Utara

62

119

20

Dinas Pemuda dan Olahraga
Kab. Tapanuli Utara

10

22

21

Dinas Sosial Kab. Tapanuli Utara

18

22

Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata
Ruang Kab. Tapanuli Utara

33

97

23

Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli
Utara

11

24

Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara

26

44

24

Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli
Utara

10

28

25

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa Kab. Tapanuli Utara

16

28

26

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kab. Tapanuli Utara

Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kab. Tapanuli Utara

14

20
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JENJANG PENDIDIKAN

No PD / UNIT KERJA JUMLAH
SD SMP SMA D.I D.II D.III D.IV S.1 S.2

Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana,

27 | Pemberdayaan Perempuan dan - - 8 2 - 17 1 17 5 50
Perlindungan Anak Kab.
Tapanuli Utara

08 Dinas . Perpustakaan Kab. ~ ) 4 B ) B ) 7 ” 18
Tapanuli Utara

29 Satuan Pol131 Pamong Praja Kab. B ) 10 B ) 2 1 13 2 28
Tapanuli Utara
DPK Sekretariat KPU Kab. Tap.

30 - - - - - - - - - -
Utara

31 Rumah Sakit Umum Daerah 1 1 26 1 ) 115 9 56 24 226
Tarutung

39 Kecamat.an Adiankoting Kab. 9 6 1 B ) B ) 5 ) 14
Tapanuli Utara

33 Kecamatan Garoga Kab. Tapanuli ) 9 3 1 ) 2 ) 3 1 17
Utara

34 Kecamatan Muara Kab. Tapanuli B ) 8 B ) B 1 6 ) 15
Utara

35 Kecamat.an Pagaran Kab. B ) 6 B ) 7 ) 2 3 18
Tapanuli Utara

36 Kecamat.an Pahae Jae Kab. ) ) 10 ) ) 1 1 3 1 16
Tapanuli Utara

37 Kecama?an Pahae Julu Kab. ~ 1 12 B ) 4 ) 5 1 23
Tapanuli Utara

38 Kecamat.an Pangaribuan Kab. B ) 5 B ) 2 ) 9 ) 16
Tapanuli Utara

39 Kecamat.an Parmonangan Kab. B ) 9 B ) 3 ) - ) 12
Tapanuli Utara

40 Kecamat.an Purba Tua Kab. B ) 6 B ) 3 9 4 9 17
Tapanuli Utara

41 Kecamat.an Siatas Barita Kab. B ) ] B } 5 } 5 9 20
Tapanuli Utara

49 Kecamat.an Siborongborong Kab. _ ) 11 B ) 4 ) 11 2 28
Tapanuli Utara

43 Kecamat.an Simangumban Kab. B 1 7 B ) 3 ) 9 9 15
Tapanuli Utara

44 Kecamat.an Sipahutar Kab. ) ) 12 ) ) 3 ) 7 ) 22
Tapanuli Utara

45 Kecamatan Sipoholon Kab. ~ ) ” B ) 1 1 6 1 16
Tapanuli Utara

46 Kecama‘gan Tarutung Kab. B B 7 B B 3 B 6 9 18
Tapanuli Utara

47 Kelurahan Hutatoruan V Kec. B ) 3 B } 1 } B ) 4
Tarutung

48 Kelurahan Hutatoruan VI Kec. _ ) 5 B ) ~ ) 9 ) 7
Tarutung

49 Kelurahan Hutatoruan VII Kec. B ) 3 B ) B ) 9 1 6
Tarutung

50 Kelurahan Hutatoruan IX Kec. _ 1 9 B ) B ) 5 ) 8
Tarutung

51 Kelurahan Hutatoruan X Kec. B ) 9 B ) B ) 4 ) 6
Tarutung

50 Kelurahan Hutatoruan XI Kec. B ) 3 B 1 1 ) 9 ) 7
Tarutung

53 Kelurahan Partalitoruan Kec. ) ) 4 ) 1 ) ) 3 ) s
Tarutung

54 Kelurahan Pasar Sarulla Kec. ~ ) 4 B ) 1 ) B 1 6
Pahae Jae
Kelurahan Onan Hasang Kec.

55 | Pahae Julu ) ) 4 ! ) . ) 2 ) 7
Kelurahan Situmeang

56 Habinsaran Kec. Sipoholon } ] 4 } ) } ) 2 ) 6

57 Kelurahan Pasar Siborongborong _ 1 4 B ) ~ ) 3 1 9
Kec. Siborongborong

58 | UPT. Puskesmas - - 25 38 - 372 15 215 10 675

59 UPT. Dinas Pariwisata 1 2 5 - - - - 2 - 10
UPT. Pasar Dinas Perindustrian

60 - - - - - - - 1 - 1
dan Perdagangan
UPT. Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Menengah, Perindustrian dan 6 3 16 - - - - 12 - 37
Perdagangan

61 UPT. Dinas Pekerjaan Umum dan ) ) 9 ) ) 1 ) 9 ) 5
Tata Ruang
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JENJANG PENDIDIKAN
No PD / UNIT KERJA JUMLAH
SD SMP SMA D.I D.II D.III D.IV S.1 S.2
62 UPT. Dinas Perhubungan - 1 6 - - - 1 1 - 9
63 UPT. D.inas Ketahanan Pangan B ) ) B ) B ) 9 ) 2
dan Perikanan

64 | UPT. Dinas Ketahanan Pangan - - 1 - - - - 2 - 3

65 UPT. Dinas Pertanian - S S - - - - 5 1 16

66 UPT. Dinas Ketenagakerjaan - - - - - 1 - 2 1 4

67 UPT. Dinas Lingkungan Hidup - - 1 - - - - 2 - 3

68 UPT. Dinas Perpustakaan - 1 3 - 1 1 - 1 - 7

69 Taman Kanak-Kanak - - 3 - 1 - - 5 - 9

70 Sekolah Dasar 5 6 335 3 75 12 - 1.062 4 1.502

71 SMP - 1 30 5 13 12 - 666 17 744
TOTAL 17 40 841 51 92 686 40 2.711 261 4.739

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Tapanuli Utara, Tahun 2023

1.6 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.6.1 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Target Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun
Anggaran 2022 sebagaimana yang tertuang dalam APBD Perubahan
Kabupaten Tapanuli Utara dianggarkan sebesar Rp.1.334.353.095.215,- dan
dapat direalisasikan sebesar Rp.1.324.212.080.995,70 atau mencapai
sebesar 99,24%. Secara terinci target dan realisasi pendapatan daerah

Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :
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Tabel 1.10

Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tapanuli Utara

Tahun 2022
No Uraian Anggaran Realisasi S::;s-;h Ca{:’/ao;an
1 | Pendapatan Asli Daerah 172.558.357.397,- 167.970.862.585,70 | (4.587.494.811,30) | 97,347
- Pendapatan pajak daerah 28.098.797.351,- 27.198.848.606,86 (899.948.744,14) 96,80
- Pendapatan retribusi daerah 9.167.860.000,- 7.349.423.360,50 (1.818.436.639,50) 80,17
- Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 8.483.046.458,- 8.283.046.458,- (200.000.000,-) 97,64
dipisahkan
- Lain-lain PAD Yang Sah 126.808.653.588,- 125.139.544.160,34 (1.669.109.427,66) 98,68
2 | Pendapatan Transfer 1.142.548.795.137,- 1.142.195.720.598,- (353.074.539,-) 99,97
- Dana bagi hasil pajak / Sumber Daya Alam 55.505.645.000,- 79.675.626.142, - 24.169.981.142,- | 143,55
- Dana Alokasi Umum 596.478.347.690,- 596.239.246.009,- (239.101.681,-) 99,96
- Dana Alokasi Khusus Fisik 65.271.856.500,- 61.316.619.966,- (3.955.236.534,-) 93,94
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik 189.649.390.000,- 166.360.382.818,- (23.289.007.182,-) 87,72
- Dana Desa 188.374.828.000,- 188.374.828.000,- - 100
- Dana bagi Hasil Pajak Provinsi 47.268.727.947 ,- 50.229.017.663,- 2.960.289.716,- | 106,26
3 | Lain-lain Pendapatan Yang Sah 19.245.942.682,- 14.045.497.812,- (5.200.444.870,-) 72,98
Pendapatan bonus produksi panas bumi 16.745.942.682,- 11.574.054.612,- (5.171.888.070,-) 69,12
Bantuan keuangan provinsi 2.500.000.000,- 2.441.443.200,- (58.556.800,-) 97,66
Bantuan keuangan Pemkab Batubara - 30.000.000,- 30.000.000,- -—-
Jumlah Pendapatan Daerah 1.334.353.095.216,- | 1.324.212.080.995,70 | (10.141.014.220,30) | 99,24

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023, un-Audited
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1.6.2 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar
Rp1.422.134.357.019,52 atau mencapai 94,29% dari anggaran sebesar
Rp1.508.231.909.779,00. Rincian lebih lanjut mengenai realisasi belanja
Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.11
Target dan Realisasi Belanja
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

Uraian Anggaran Resdsas % Realisasi 2021
2022 2022
BELANJA 1.508.231.909.779,00 1.422.134.357.019,52 94,29 1.473.278.599.069,95
BELANJA OPERASI 989.374.692.503,00 914.206.606.805,89 92,40 918.034.972.259,75
Belanja Pegawai 550.253.436.808,00 495.812.849.076,00 90,11 521.578.901.088,90
Belanja Barang dan Jasa 351.702.687.446,00 338.370.516.936,89 96,21 326.238.489.421,85
Belanja Bunga 4.150.478.000,00 3.685.286.170,00 88,79 0,00
Belanja Hibah 80.628.699.063,00 70.488.620.503,00 87,42 68.565.971.013,00
Belanja Bantuan Sosial 2.639.391.186,00 5.849.334.120,00 221,62 1.651.610.736,00
BELANJA MODAL 248.203.847.132,00 238.654.882.769,63 96,15 287.922.257.694,20
Belanja Modal Tanah 1.194.894.342,00 216.405.558,00 18,11 5.032.098.143,00
Belanja Peralatan dan 33.496.699.116,00 42.718.510.622,63 127,53 41.380.791.335,91
Mesin
Belanja Gedung dan 38.487.335.072,00 35.287.481.926,18 91,69 102.883.849.131,30
Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan 174.876.418.602,00 160.284.346.599,82 91,66 138.088.293.593,99
Jaringan
Belanja Aset Tetap 148.500.000,00 148.138.063,00 99,76 537.225.490,00
Lainnya
BELANJA TIDAK TERDUGA 14.322.919.900,00 12.942.417.200,00 90,36 36.198.159.704,00
Belanja Tidak Terduga 14.322.919.900,00 12.942.417.200,00 90,36 10.126.560.516,00
BELANJA TRANSFER 256.330.450.244,00 256.330.450.244,00 100,00 267.903.766.500,00
Belanja Bagi Hasil Pajak 3.299.290.744,00 3.299.290.744,00 100,00 257.194.808.600,00
Daerah Kepada
Pemerintahan Desa
Belanja Bantuan 253.031.159.500,00 253.031.159.500,00 100,00 0,00
Keuangan Umum Daerah
Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada
Desa

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BKAD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023, un-Audited

1.6.3 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 adalah
sebesar Rp. 193.830.810.519,63 atau 100,78% dari anggaran sebesar
Rp. 192.336.463.258,00 sedangkan realisasi Pengeluaran pembiayaan pada
Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 13.518.984.116,63 atau 73,24%
dari anggaran sebesar Rp. 18.457.648.695,00. Rincian lebih lanjut mengenai

realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
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Tabel 1.12
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

Uraian Anggaran 2022 | Realisasi 2022 % Realisasi 2021
Penerimaan Pembiayaan 192.336.463.258,00 | 193.830.810.519,63 99,22 | 238.451.801.575,30
Penggunaan Sisa Lebih 171.934.953.658,00 171.934.953.658,00 100,00 96.583.610.774,30
Perhitungan Anggaran
(SiLPA)

Pinjaman Dalam Negeri 20.401.509.600,00 18.895.856.861,63 92,62 141.868.190.801,00
Penerimaan Pembiayaan 0,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00
Lainnya

Pengeluaran Pembiayaan 18.457.648.695,00 13.518.984.116,63 73,24 11.319.571.175,45
Penyertaan Modal 3.051.648.695,00 3.000.000.000,00 98,31 7.536.977.814,00
(Investasi) Pemerintah

Daerah

Pembayaran Utang Beban 15.406.000.000,00 10.518.984.116,63 68,28 3.782.593.361,45

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 un-Audited, 2023

2. Perencanaan Pembangunan Daerah
2.1 Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perbedaan jarak
antara kondisi saat ini (existing) dengan kondisi yang diharapkan “gap
expectation”. Kondisi saat ini digambarkan oleh capaian indikator kinerja
pembangunan daerah sedangkan kondisi yang diharapkan adalah tujuan
atau target yang hendak dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan
dalam dokumen sebelumnya. Isu strategis berkaitan dengan permasalahan
yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapanuli
Utara melalui analisis dan telaahan terhadap hasil capaian kinerja
pembangunan daerah pada periode sebelumnya (RPJMD Tapanuli Utara
Tahun 2014-2019). Selain itu, identifikasi permasalahan dan isu strategis
pembangunan dearah dibentuk berdasarkan komponen hasil kajian dari isu
dan permasalahan pembangunan nasional (RPJMN Tahun 2015-2019), isu
dunia internasional, hasil kajian dunia akademik, serta hasil kajian
ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan teknologi lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Adapun rumusan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud adalah sebagai
berikut :

1. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB sebagai indikator pembangunan ekonomi suatu daerah
tentunya terdiri dari beberapa sektor/lapangan usaha yang membentuknya,
begitu pula PDRB Tapanuli Utara yang dibentuk oleh 17 sektor/lapangan
usaha. Pada kurun waktu tahun 2015 hingga 2019 kontribusi sektor-sektor

utama pembentuk PDRB Tapanuli Utara cenderung menurun dan fluktuatif,
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yaitu pada sektor pertanian, perdagangan, dan sektor konstruksi. Pertanian
merupakan sektor kontributor terbesar terhadap pembentukan PDRB
Tapanuli Utara, pada tahun 2018 tercatat kontribusinya sebesar 45,28
persen, menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar 42,97 persen, dan naik
melambat pada tahun 2020 sebesar 43,31 persen. Sektor perdagangan juga
merupakan sektor utama pembentuk PDRB Tapanuli Utara. Pada tahun
2018 kontribusi dari sektor ini tercatat sebesar 14,48 persen, kemudian
meningkat engan kontribusi sebesar15,26 persen pada tahun 2019 dan
terus mengalami mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB sebesar

15,68 persen di tahun 2020.

2. Permasalahan Kemiskinan
Angka kemiskinan Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2020 sebesar
9,37 persen, lebih rendah dari angka kemiskinan nasional yang mencapai
9,82 persen dan lebih tinggi dari angka kemiskinan Provinsi Sumatera Utara
(8,75 persen) dengan jumlah pendapatan perkapita per bulan sebesar
Rp. 406.813. Tingginya angka kemiskinan ini disebabkan antara lain oleh :
a. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu belum
terjangkau secara optimal,;
b. Masih rendahnya ketrampilan/keahlian yang dimiliki sebagian
masyarakat;
c. Belum optimalnya pemberdayaan keluarga miskin; dan
d. Aksebilitas keluarga miskin dalam rangka usaha skala mikro masih
rendah.
Tingginya angka kemiskinan juga berpengaruh terhadap permasalahan
pengangguran. Tingginya angka pengangguran bukan semata-mata karena
ketiadaan lapangan pekerjaan namun juga karena rendahnya tingkat
kompetensi tenaga kerja yang ada dan tidak sesuai dengan permintaan
pasar tenaga kerja. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan
keberadaan Balai Latihan Kerja sebagai tempat untuk memberikan pelatihan

bagi tenaga kerja.

3. Belum optimalnya pelayanan Pendidikan dan Kesehatan
Beberapa permasalahan bidang Pendidikan antara lain fasilitas belajar
belum tersedia secara mencukupi, tenaga pendidik dan kependidikan yang

belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, akses menuju
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fasilitas Pendidikan dan Kesehatan masih kurang, masih kurangnya tenaga
kesehatan, masih terbatasnya fasilitas pelayanan Kesehatan, masih adanya
permasalahan balita gizi buruk, masih kurangnya kesadaran masyarakat

berperilaku hidup bersih dan sehat.

4. Belum Optimalnya ketahanan pangan yang berkelanjutan yang

didukung sektor industri, perdagangan dan jasa

Ketersediaan pangan pokok semakin menurun akibat alih fungsi lahan
pertanian dan penurunan produksi pertanian. Peningkatan alih fungsi lahan
pertanian menjadi non-pertanian dikarenakan kebutuhan akan ruang untuk
permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat namun dalam
keterkaitannya dengan penyediaan pangan dan keamanan cadangan
pangan, ini menjadi masalah karena luas tanam menjadi berkurang, dan
produksi pangan pun akan menurun, sedangkan kebutuhan pangan selalu
bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Sebagai upaya
mempertahankan produksi pangan, telah ditetapkan Perda tentang Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang masih perlu pengawalan dari
sisi teknis pelaksanaan supaya tujuan dari ditetapkannya Perda itu dapat
diwujudkan. Rendahnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat dan pola
konsumsi belum memenuhi pola pangan harapan (beragam bergizi seimbang
dan aman/B2SA). Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Tapanuli

Utara belum mencapai 100%.

5. Permasalahan Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar merupakan faktor penting dalam menunjang
aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, terutama infrastruktur jalan dan
irigasi. Hingga tahun 2018 jalan kabupaten dalam kondisi baik masih 50,95
persen dan irigasi masih 67,42 persen. Pemenuhan sistem penyediaan air
minum yang layak juga belum maksimal, masih ada nya sumber air yang
tidak terlindungi. Pipanisasi air minum belum menjangkau seluruh
masyarakat Tapanuli Utara. Bahkan cakupan ketersediaan jaringan irigasi
terhadap luas lahan budidaya masih 21,06 persen. Rendahnya daya dukung
infrastruktur dasar akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kondisi infrastruktur dasar di Kabupaten Tapanuli Utara masih perlu
ditingkatkan. Ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu faktor

pendorong percepatan pertumbuhan daerah.
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6. Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup harus tetap ditingkatkan guna mencegah
dan mengendalikan kerusakan sumber daya alam dari dampak aktivitas
sosial dan perekonomian. Mengembangkan bina lingkungan lestari antara
lain dengan
a. mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan khususnya dalam

pengolahan limbah rumah tangga;

b. meningkatkan daya dukung kawasan lindung;
c. mencegah kerusakan SDA utamanya penanganan lahan-lahan kritis dan

lahan kurang produktif serta perlindungan sumber daya air.

7. Sektor pariwisata yang kurang berkembang dan belum terintegrasi
dengan industri kreatif dan sektor lainnya
Permasalahan pada bidang Pariwisata dapat dilihat dari :

a. Penurunan Jumlah Wisatawan dari yang semula berjumlah 172.010
orang pada tahun 2019 menjadi hanya 141.350 orang di tahun 2020, dan

b. Masih rendahnya PAD sektor pariwisata pada tahun 2020 sebesar
Rp. 225.367.000.

Beberapa kondisi yang menjadi akar masalah masih belum optimalnya

perkembangan pariwisata, yaitu :

a. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta
dukungan

b. Amenitas pariwisata (rumah makan, restoran, toko cenderamata, dan
fasilitas umum seperti sarana ibadah, kesehatan, taman, dan lain-lain);

c. Belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan antara provinsi
dan kabupaten/kota;

d. Kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata masih kurang
profesional, dan

e. Dampak Pandemi Covid-19 menyebabkan kebijakan pembatasan di
berbagai daerah, PSBB di berbagai wilayah di Indonesia dan kebijakan
sosial distancing di tempat umum menyebabkanturunnya jumlah
kunjungan wisata secara drastis baik wisatawan mancanegara maupun

wisatawan nusantara.
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8. Perkembangan desa yang lambat

Desa tidak berkembang akibat pengelolaan dan pemanfaatan potensi
lokal desa yang belum optimal, kurangnya partisipasi Lembaga
pemberdayaan masyarakat desa, pemuda dan perempuan dalam

perencanaan desa.

9. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik
Hal ini dapat dilihat dari :

a. Pengelolaan keuangan daerah, dimana belum teritegrasinya data dasar
mengenai obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan
pendapatan asli daerah lainnya yang sah, sehingga proyeksi kapasitas riil
kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan
sesuai perencanaan dan penganggaran belum dapat dihitung secara
akurat. Demikian juga, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
untuk belanja daerah belum optimal, seperti masih besarnya proporsi
belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur dengan rata-rata selama
tahun 2014-2018 mencapai 60,30 persen (belanja tidak langsung)
dibandingkan dengan proporsi untuk belanja yang dimanfaatkan untuk
belanja pelayanan kepada masyarakat (belanja langsung). Rendahnya
kesadaran wajib pajak daerah untuk melakukan pembayaran tepat waktu
juga menjadi masalah. Permasalahan berikutnya terkait dengan tertib
administrasi dalam pengelolaan aset milik pemerintah daerah yang juga
perlu ditingkatkan.

b. Manajemen Kepegawaian dan Struktur Organisasi. Penempatan aparatur
secara proposional berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi
masih perlu mendapatkan perhatian. Penempatan pegawai belum
dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan.
Penerapan manajemen aparatur berdasarkan pada asas profesionalitas,
proporsionalitas, keterpaduan, keadilan dan kesejahteraan perlu
dioptimalkan. Pada sisi lain, perubahan SOTK sebagai dampak
penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 masih
menyisakan berbagai persoalan, antara lain terdapatnya tumpang tindah
tupoksi antar OPD yang perlu segera mendapatkan penyelesaian.

c. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Tapanuli Utara masih

menghadapi beberapa kendala, antara lain :
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1. Penataan birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang transparan, responsif, efektif, efesien dan akuntabel;

2. Penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah, profesional, cepat,
tepat dan terpercaya,;

3. Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan
daya saing daerah;

4. Belum optimalnya pelaksanaan sesuai Standar Pelayanan Minimal
(SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); serta

5. Belum optimalnya penerapan pola pengembangan karir PNS.

2.2 Visi dan Misi
2.2.1 Visi
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan

tahap-tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang

ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga

harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu

strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan

dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan tantangan yang dihadapi

maka visi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 dapat dirumuskan,

yaitu :

“Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya
Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata ”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tapanuli Utara : adalah seluruh wilayah dan komponen/lapisan
masyarakat yang berdiam di Kabupaten Tapanuli
Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat
budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki
hak dan kesempatan yang sama untuk
berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Lumbung Pangan : bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara
dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu di
bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura,

perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan
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Lumbung Sumber

Daya Manusia

Berkualitas

Daerah Tujuan

Wisata

termasuk agroindustri dan pemasarannya dalam
kerangka sistem dan wusaha agribisnis untuk
mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi melalui
investasi pada sektor pertanian, penyerapan tenaga
kerja dan/atau pengurangan = pengangguran,
penanggulangan dan/atau pengentasan kemiskinan
dan peningkatan pendapatan masyarakat serta
revitalisasi pedesaan dan pemantapan ketahanan

pangan;

bermakna bahwa di Kabupaten Tapanuli Utara
dilaksanakan serangkaian aktivitas terpadu dalam
pengembangan potensi sumberdaya manusia yang
diarahkan untuk dapat menghasilkan masyarakat
manusia) yang memiliki keunggulan kompetitif
dalam hal penguasaan, pemanfaatan dan
pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(IPTEK) serta memiliki wawasan global dengan
kearifan lokal (berbudi pekerti luhur);

bermakna perwujudan sumber daya manusia
masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara yang sehat,
cerdas dan berbudaya sebagai pelaku utama
pembangunan yang mampu mengelola potensi
sumberdaya lokal secara optimal dalam
mengembangkan dan meningkatkan produktivitas

perekonomian daerah;

bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten
Tapanuli Utara diarahkan dengan mendayagunakan
serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya
alam dan sosial budaya sebagai aset wisata yang
bernilai tambah ekonomi, ilmu pengetahuan dan

budaya secara berkelanjutan.
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2.2.2 Misi
Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah
yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi merupakan
penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang
harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi
tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan
menentukan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan
misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik
internal maupun eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan)
yang dihadapi. Misi disusun untuk memperjelas langkah yang harus
dilakukan dalam rangka mencapai visi. Misi pembangunan Kabupaten
Tapanuli Utara untuk lima tahun ke depan adalah:
1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui
perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis
pertanian dan sumberdaya lokal
Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga
kerja, pemanfaatan IPTEK dan pengembangan jiwa kewirausahaan
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata
alam dan budaya, rohani dan agrowisata
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan
ruang/wilayah, perlindungan sumberdaya alam dan pelestarian
lingkungan hidup
Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government.

Makna yang terkandung dalam misi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.13
Definisi Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024

NO MISI PENJELASAN MISI
1 | Meningkatkan Mewujudkan ketersedian pangan
Ketahanan yang cukup, baik jumlah
Pangan dan Kesejahteraan | maupun mutunya, aman, merata,
Petani Melalui Perlindungan | terjangkau serta peningkatan
Petani dan Ilahan Pertanian | perlindungan petani dan
Berkelanjutan meningkatkan lahan pertanian yang
berkelanjutan untuk mendukung
pertumbuhan perekonomian daerah

LPPD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022

Hal 38




NO MISI PENJELASAN MISI

2 | Pengembangan Komoditi dan | Meningkatkan kualitas dan
Produk Unggulan Daerah | kuantitas (jenis) komoditi
Berbasis Pertanian dan | unggulandan produk unggulan
Sumberdaya Lokal dengan meningkatkan komoditi

pertanian yang memiliki daya
saing dan memanfaatkan SDA dan
SDM local

3 | Meningkatkan Kualitas | Pemenuhan 8 Standar Nasional
layanan Pendidikan dan | Pendidikan pada jenjang Pendidikan
Kesehatan Dasar dan menjadikan RSU dan

Puskesmas serta layanan
kesehatan lainnya menjadi pusat
layanan kesehatanan yang
memenuhi mutu pelayanan
kesehatan (Akreditasi) serta
pemberian pelayanan kesehatan
dasar dan KB secara gratis dan
berkualitas bagi seluruh masyarakat
di Puskesmas dan pelayanan
rujukan di rumah sakit.

4 | Meningkatkan Kualitas dan | Peningkatan SDM berkualitas dan
Daya Saing SDM melalui | berdaya saing menjadi SDM
pelatihan Tenaga Kerja, | yang adaptif, inovatif, terampil dan
pemanfaatan IPTEK dan | berkarakter melalui pengentasan
Pengembangan Jiwa | kemiskinan serta peningkatan
Kewirausahaan produktivitas dan daya saing

angkatan kerja

S5 | Meningkatkan Destinasi Wisata | Meningkatkan kuantitas dan
melalui Pengembangan Kawasan | kualitas destinasi wisata melalui
Wisata Alam dan | pemenuhan prinsip kepariwisataan
Budaya, terkait amenitas, aksesibilitas dan
Rohani dan Agrowisata atraksi untuk peningkatan

kesejahteraan  masyarakat dan
pendapatan daerah

6 | Meningkatkan Meningkatkan kualitas dan|
Kualitas kuantitas infrastruktur yang
Infrastruktur yang terintegrasi | mendukung pengembangan ekonomi
dengan penataan | dan pelayanan dasar serta tetap
ruang/wilayah, Perlindungan | memperhatikan daya dukung
Sumberdaya Alam dan | sumber daya alam dan daya
Pelestarian Lingkungan Hidup tampung lingkungan hidup,

kerentanan bencana dan perubahan
iklim

7 | Meningkatkan Kapasitas | Menjadikan desa memiliki
Desa Menuju Desa Mandiri kemampuan melaksanakan

pembangunan desa untuk
peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan sebesar-besarnya
kesejahteraan  masyarakat desa
dengan ketahanan sosial, ketahanan
ekonomi dan ketahanan ekologi
secara berkelanjutan
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NO MISI PENJELASAN MISI
8 | Meningkatkan Kualitas | Mewujudkan pelayanan birokrasi
pelayanan  publik dengan | Pemerintah Kabupaten Tapanuli
sistem e-government; Utara yang berkualitas,
menjalankan fungsi birokrasi

sebagai pelayan masyarakat yang
didukung oleh kompetensi aparat
yang profesional dan sistem modern
berbasis Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK) menuju tata kelola
pemerintahan yang baik (good
governance) dan pemerintahan yang
bersih (clean government)

Misi tersebut mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-

2025, sehingga terdapat hubungan yang kuat antara misi dalam RPJPD
dengan misi dalam RPJMD.

Tabel 1.14
Keselarasan Misi Pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2019-2024 dengan Misi Pada RPJPD Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2005-2025

NO Misi Misi
RPJMD Tahun 2019-2024 RPJPD Tahun 2005-2025
1 Misi 1 : Misi 1 :
Meningkatkan Ketahanan | Menempatkan sektor pertanian dan
Pangan dan  Kesejahteraan | agroindustri yang maju sebagai
Petani Melalui Perlindungan | andalan perekonomian rakyat
Petani dan lahan Pertanian | didukung sector pariwisata,
Berkelanjutan pertambangan dan energy
2 Misi 2 : Misi 5:
Pengembangan Komoditi dan | Memperkuat perekonomian
Prodak Unggulan masyarakat  berbasis = komoditi
Daerah Berbasis Pertanian dan | unggulan daerah dengan
Sumberdaya Lokal membangun keterkaitan sistem
produksi, distribusi dan pelayanan
sehingga mampu menyediakan
kesempatan kerja dan kehidupan
yang layak.
3 Misi 3 : Misi 2:
Meningkatkan Kualitas layanan | Meningkatkan sektor ublic kan
Pendidikan dan Kesehatan dan kesehatan guna menciptakan
sumberdaya manusia yang
berkualitas
4 Misi 4: Misi 6:
Meningkatkan Kualitas dan | Meningkatkan penguasaan,
Daya Saing SDM melalui | pemanfaatan dan penciptaan Ilmu
pelatihan Tenaga Kerja, | Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek)
pemanfaatan IPTEK dan | sesuai kebutuhan masyarakat.
Pengembangan Jiwa
Kewirausahaan
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sistem e-government;

NO Misi Misi
RPJMD Tahun 2019-2024 RPJPD Tahun 2005-2025
S Misi 5: Misi 8:
Meningkatkan Destinasi Wisata | Mewujudkan kehidupan
melalui Pengembangan | masyarakat yang nyaman melalui
Kawasan Wisata Alam dan | pemanfaatan ruang yang serasi
Budaya, Rohani dan Agrowisata | antar penggunaan pertanian,
permukiman, kegiatan sosial
ekonomi, konservasi dan
pemanfaatan ekonomi sumberdaya
alam lingkungan yang
berkesinambungan.
6 Misi 6: Misi 7:
Meningkatkan Kualitas | Membangun infrastuktur yang
Infrastruktur yang terintegrasi | maju untuk semua  wilayah
dengan penataan | kabupaten Tapanuli Utara
ruang/wilayah,
Perlindungan Sumberdaya
Alam dan Pelestarian
Lingkungan Hidup.
7 Misi 7 : Misi 3:
Meningkatkan Kapasitas Desa | Menciptakan  kondisi  dinamis,
Menuju Desa Mandiri bagiterjaminnya  kesatuan dan
persatuan yangharmonis.
8 Misi 8 : Misi 4 :
Meningkatkan Kualitas | Terciptanya pemerintahan yang
pelayanan publik dengan | baik  (good governance), bagi

terjaminnya pelayanan masyarakat
yang optimal

Misi dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara juga mempunyai keterkaitan
dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018-2023 serta RTRW Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037

sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.15
Keterkaitan Misi pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara
Tahun 2019-2024 dengan Misi pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2018-2023 dan RPJMN 2020-2024

Misi RPJMD
Kabupaten

Misi RPJMN Provinsi
Sumatera Utara Tahun

Misi RPJMN

Petani Melalui
Perlindungan
Petani dan
Pertanian
Berkelanjutan

lahan | sandang

kehidupan karena memiliki
iman dan taqwa, tersedianya
pangan
cukup, rumah yang layak,
kesehatan yang prima, mata

No Tapanuli Utara Tahun 2020-2024
Tahun 2019-2024 2018-2023

1 |Misil: Misi 1 : Misi 2 :
Meningkatkan Mewujudkan masyarakat | Struktur Ekonomi
Ketahanan Pangan | Sumatera Utara yang | yang Produktif,
dan Kesejahteraan | bermartabat dalam | Mandiri dan

Berdaya Saing

yang
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Misi RPJMD
Kabupaten

Misi RPJMN Provinsi
Sumatera Utara Tahun

Misi RPJMN

No Tapanuli Utara Tahun 2020-2024

Tahun 2019-2024 2018-2023
pencaharian yang
menyenangkan, serta harga-
harga yang terjangkau

2 | Misi?2: Misi 1 : Misi 2 :
Pengembangan Mewujudkan masyarakat | Struktur Ekonomi
Komoditi dan | Sumatera Utara yang | yang Produktif,
Produk Unggulan | bermartabat dalam | Mandiri dan
Daerah  Berbasis | kehidupan karena memiliki | Berdaya Saing
Pertanian dan | iman dan taqwa, tersedianya
Sumberdaya Lokal | sandang yang cukup, rumah

yang layak, kesehatan yang
prima, mata pencaharian
yang menyenangkan, serta
harga-harga yang terjangkau

3 | Misi 3: Misi 1 : Misi 1 :
Meningkatkan Mewujudkan masyarakat | Peningkatan
Kualitas Layanan | Sumatera Utara yang | Kualitas Manusia
Pendidikan dan | bermartabat dalam | Indonesia
Kesehatan kehidupan karena memiliki

iman dan taqwa, tersedianya
sandang pangan yang
cukup, rumah yang layak,
kesehatan yang prima, mata
pencaharian yang
menyenangkan serta harga-
harga yang terjangkau

Misi 3 :

Mewujudkan Sumatera
Utara yang bermanfaat
dalam pendidikan karena
masyarakatnya yang belajar,
berkarakter, cerdas
kolaboratif, berdaya saing
dan mandiri.

4 | Misi 4: Misi 3 : Misi 1 :
Meningkatkan Mewujudkan Sumatera | Peningkatan
Kualitas dan Daya | Utara yang bermanfaat | Kualitas Manusia
Saing SDM melalui | dalam pendidikan karena | Indonesia
pelatihan  Tenaga | masyarakatnya yang belajar,

Kerja, pemanfaatan | berkarakter, cerdas | Misi 2 :

IPTEK dan | kolaboratif, berdaya saing | Struktur Ekonomi

Pengembangan dan mandiri. yang Produktif,

Jiwa Mandiri dan

Kewirausahaan Berdaya Saing

5 | Misi5: Misi 1 : Misi 5 :
Meningkatkan Mewujudkan masyarakat | Kemajuan Budaya
Destinasi  Wisata | Sumatera Utara yang | yang
melalui bermartabat dalam | Mencerminkan
Pengembangan kehidupan karena memiliki | Kepribadian
Kawasan Wisata | iman dan taqwa, tersedianya | Bangsa
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Misi RPJMD Misi RPJMN Provinsi -
LT Sumatera Utara Tahun Misi RPJMN
No Tapanuli Utara 2018-2023 Tahun 2020-2024
Tahun 2019-2024
Alam dan Budaya, | sandang pangan yang
Rohani dan | cukup, rumah yang layak,
Agrowisata kesehatan yang prima, mata
pencaharian yang
menyenangkan serta harga-
harga yang terjangkau
6 |Misib6: Misi 5 : Misi 3 :
Meningkatkan Mewujudkan Sumatera | Pembangunan yang
Kualitas Utara yang bermartabat | Merata dan
Infrastruktur yang | dalam lingkungan karena | Berkeadilan
terintegrasi dengan | ekologinya yang  terjaga,
penataan alamnya yang bersih dan | Misi 4 :
ruang/wilayah, indah, penduduknya yang | Mencapai
Perlindungan ramah, berbudaya, | Lingkungan Hidup
Sumber Daya Alam | berperikemanusiaan, dan | yang Berkelanjutan
dan Pelestarian | beradab.
Lingkungan Hidup
7 | Misi7: - Misi 3 :
Meningkatkan Pembangunan yang
Kapasitas Desa Merata dan
Menuju Desa Berkeadilan
Mandiri
8 | Misi8: Misi 2 : Misi 8 :
Meningkatkan Mewujudkan Sumatera | Pengelolaan
Kualitas pelayanan | Utara yang bermartabat | Pemerintahan yang
publik dengan | dalam politik dengan | Bersih, Efektif dan
sistem e- | adanya pemerintahan yang | Terpercaya
government bersih dan dicintai, tata
kelola pemerintah yang baik,
terpercaya, politik  yang
beretika, masyarakat yang
berwawasan kebangsaan dan
memiliki kohesi sosial yang
kuat serta harmonis
2.3 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen

Perencanaan Jangka Menengah

Tabel 1.16

Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan

Jangka Menengah

Program

Indikator

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

Misi I

Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui
perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan

Program
Sumber Daya Ekonomi
untuk Kedaulatan

Kemandirian Pangan

Pengelolaan | Persentase
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Program

Indikator

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

Program Penyediaan dan

Peningkatan produksi dan

Dinas Pertanian

pengembangan sarana | produktivitas tanaman
pertanian pangan
Program Pengelolaan | 1. Jumlah  Pembudidaya | Dinas  Ketahanan
Perikanan Budidaya Ikan Pangan
2. Luas Lahan Budidaya
3. Jumlah Benih Ikan
yang didistribusikan
Program Penanganan | Jumlah  Desa/Kelurahan | Dinas Ketahanan
Kerawanan pangan rentan pangan yang | Pangan
ditangani
Program peningkatan | 1. Persentase Cadangan | Dinas  Ketahanan
diversifikasi dan Pangan Daerah Pangan
ketahanan pangan | 2. Persentase Kawasan
masyarakat Yang Dikembangkan
menjadi Kampung
Pangan Lestari
Program Pengawasan | Persentase Komoditas | Dinas  Ketahanan
Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan | Pangan
Yang Aman Dikonsumsi
Misi 2

Pengembangan Komoditi

dan Produk Unggulan

Pertanian dan Sumber Daya Lokal

Daerah Berbasis

Program  Pengembangan | Peningkatan Jumlah | Dinas Penanaman

Iklim Penanaman Modal Investor Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Program Pelayanan | Persentase izin yang | Dinas Penanaman

Penanaman Modal diterbitkan tepat waktu Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Program penyediaan dan
pengembangan prasarana
pertanian

Cakupan ketersediaan dan
pengembangan prasarana
pertanian

Dinas Pertanian

Program Perencanaan dan | Cakupan bina kelompok | Dinas Koperasi,
Pembangunan Industri pengrajin UMKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
Program Peningkatan | Persentase Pengembangan | Dinas Koperasi,
Sarana Distribusi | dan pengelolaan sarana | UMKM,
Perdagangan distribusi perdagangan Perindustrian dan
Perdagangan
Program Standarisasi dan | Persentase alat ukur, | Dinas Koperasi,
Perlindungan konsumen takar, timbang dan | UMKM,
perlengkapannya (UTTP) | Perindustrian dan
yang ditera/tera ulang Perdagangan
Program Penggunaan dan | Cakupan pelaksanaan | Dinas Koperasi,
Pemasaran Produk Dalam | event promosi UMKM,
Negari Perindustrian dan
Perdagangan
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Perangkat Daerah

Program Indikator Penanseune Jawab
Program  pengembangan | Persentase jumlah usaha | Dinas Koperasi,
UMKM mikro yang diberikan | UMKM,

dukungan fasilitasi | Perindustrian dan
pelatihan Perdagangan
Program Pengawasan dan | Persentase pemeriksaan | Dinas Koperasi,
pemeriksaan koperasi dan pengawasan koperasi | UMKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
Program Pendidikan dan | Persentase koperasi yang | Dinas Koperasi,
pelatihan perkoperasian mengikuti pelatihan | UMKM,
perkoperasian Perindustrian dan
Perdagangan
Program Pemberdayaan | Persentase koperasi yang | Dinas Koperasi,
dan pelindungan koperasi | mendapatkan bantuan UMKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
Misi 3

Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan
Program Pengelolaan | 1. Tingkat Partisipasi | Dinas  Pendidikan
Pendidikan Warga Negara usia 5-6 | dan Kebudayaan

Tahun yang
Berpatisipasi dalam
PAUD
2. Tingkat Partisipasi
Warga negara usia 7-15
tahun yang
berpartisipasi dalam
pendidikan dasar
3. Jumlah Satuan
Pendidikan Kesetaraan
yang Terakreditasi
Program Pembinaan | Persentase jumlah | Dinas
Perpustakaan pengunjung perpustakaan | Perpustakaan
Program Pemenuhan | 1. Persentase masyarakat | Dinas Kesehatan
Upaya kesehatan yang mendapat | RSUD Tarutung
Perorangan dan Upaya pelayanan kesehatan
Kesehatan Masyarakat dasar
2. Persentase masyarakat
yang mendapat
pelayanan kesehatan
rujukan
Program Peningkatan | Persentase puskesmas | Dinas Kesehatan
Kapasitas Sumber Daya |yang memiliki minimal
Manusia Kesehatan sembilan  jenis tenaga
kesehatan
Program Sediaan Farmasi, | Persentase Sarana | Dinas Kesehatan
Alat Kesehatan dan | Produksi dan Distribusi
Makanan Minuman Kefarmasian serta

Makanan Minuman yang
dibidang agar memenuhi
Standard Good
Distribution Practice (GDP)
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Program Indikator Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
dan Good Manufacture
Practice (GMP)
Program Pemberdayaan | Persentase Posyandu Aktif | Dinas Kesehatan
Masyarakat Bidang
Kesehatan
Program Pengendalian | Persentase Pasangan Usia | Dinas Pengendalian
Penduduk Subur yang tidak Terlayani | Penduduk, KB, PP
(Unmeet Need) dan PA

Misi 4

Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM melalui Pelatihan Tenaga

Kerja, Pemanfaatan IPTEK

Program Pelatihan Kerja | Cakupan pencari kerja | Dinas
dan Produktivitas Tenaga | yang memperoleh | Ketenagakerjaan
Kerja pelatihan /keterampilan
Program  Pengembangan | Jumlah Pemuda  yang | Dinas Pemuda dan
Kapasitas Daya Saing | Berdaya Saing Persentase | Olahraga
Kepemudaan pembinaan organisasi

kepemudaan
Program  Pengembangan | Peningkatan Prestasi | Dinas Pemuda dan
Kapasitas Daya Saing | Olahraga Olahraga
Keolahragaan

Misi 5

Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata
alam dan budaya, rohani dan agrowisata

Program Peningkatan | Destinasi  wisata  yang | Dinas Pariwisata
Daya  Tarik  Destinasi | dibenahi
Pariwisata
Program Pemasaran | Event/promosi dan | Dinas Pariwisata
Pariwisata pemasaran kepariwisataan

yang diikuti dan

dilaksanakan
Program  Pengembangan | Persentase peningkatan | Dinas Pariwisata
Sumber Daya kapasitas SDM pariwisata
Pariwisata dan Ekonomi | dan ekonomi kreatif
Kreatif

Misi 6

Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan

ruang/wilayah,
lingkungan hidup

perlindungan

sumber daya

alam dan pelestarian

Program Penyelenggaraan
Jalan

Persentase panjang jalan
kondisi

Persentase
kabupaten
dalam kondisi baik

jembatan

Dinas PUTR

Program Pengelolaan dan

Persentase penduduk yang

Pengembangan Sistem | mendapatkan akses air
Penyediaan Air Minum minum

Program Penataan | Persentase kesesuaian
Bangunan Gedung bangunan

dan Lingkungannya

gedung pemerintah dengan
NSPK

Dinas Perumahan
dan

Kawasan
Permukiman
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Program

Indikator

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air
Limbah

Persentase rumah tangga
berakses
sanitasi layak

Program Peningkatan | Cakupan lingkungan sehat
Prasarana, dan
Sarana dan Utilitas Umum | aman yang didukung
(PSU) dengan PSU
Program Kawasan | Persentase rumah layak
Perumahan dan huni
Permukiman Kumuh Persentase kawasan
pemukiman
kumuh
Program Penyelenggaraan | 1. Persentase Ketersediaan | Dinas
Lalu Lintas dan Angkutan Fasilitas Perlengkapan | Perhubungan
Jalan Jalan

2. Persentase Kepemilikan
KIR Angkutan Umum
3. Persentase

Kepemiliksan Kartu

Pengawasan Angkutan

Pedesaan
Program Pengelolaan | Persentase Prasarana Fisik | Dinas PUTR
Sumber Daya Air (SDA) Jaringan Irigasi
Program Penyelenggaraan | Jumlah Ketersedian | Dinas PUTR
Penataan Ruang Dokumen Tata Ruang
Program Pengendalian | 1. Indeks Kualitas Air (IKA) | Dinas Lingkungan
Pencemaran dan/atau | 2. Indeks Kualitas | Hidup
Kerusakan Lingkungan Tutupan Lahan
Hidup 3. (IKTL)

4. Indeks Kualitas Udara

(IKU)
Program Penanggulangan | 1. Cakupan desa yang | BPBD
Bencana dibina menuju desa

tangguh bencana

2. Respon Time mencapai
lokasi Bencana

3. Persentase sarana dan

prasarana yang
ditangani akibat
bencana

Misi 7

Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri

Program Penataan Desa

Cakupan fasilitasi

penataan desa

Program Peningkatan
Kerjasama Desa

Cakupan kerjasama desa
yang difasilitasi

Program Administrasi
Pemerintahan
Desa

Cakupan fasilitasi
pembinaan
penyelenggaraan

administrasi desa

Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat & Desa
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Perangkat Daerah

Program Indikator Penanseune Jawab

Program Pemberdayaan Cakupan fasilitasi

Lembaga pemberdayaan lembaga

Kemasyarakatan, kemasyarakatan, lembaga

Lembaga Adat Dan adat dan masyarakat

Masyarakat Hukum Adat | hukum adat

Misi 8
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government

Program Penyelenggaraan | Persentase penyelesaian | Inspektorat
Pengawasan tindak lanjut hasil

pemeriksaan BPK RI dan
APIP

Persentase penurunan
temuan hasil pemeriksaan
BPK RI dan APIP

Program Perumusan
Kebijakan, Pendampingan
dan Asistensi

1. Level maturitas SPIP
2. Level Kapabilitas APIP

Inspektorat

Program Administrasi | Cakupan pemenuhan

Umum administrasi umum

Program Perekonomian | Cakupan program

dan perekonomian Sekretariat Daerah

Pembangunan dan pembangunan

Program Pemerintahan | Cakupan program

dan pemerintahan

Kesejahteraan Rakyat dan kesejahteraan rakyat

Program  Pengembangan | Capaian pengembangan | Badan

Aparatur aparatur Kepegawaian
Daerah dan
Pengembangan
SDM

Program  Pengembangan | 1. Persentase aparatur | Badan

Sumber Daya mengikuti diklat | Kepegawaian

Manusia struktural Daerah dan

2. Persentase aparatur | Pengembangan
mengikuti diklat teknis | SDM
Program Dukungan | 1. Persentase agenda kerja
Pelaksanaan tahunan pada setiap

Tugas dan fungsi DPRD

alat kelengkapan DPRD

2. Persentase penetapan | Sekretariat DPRD
Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli
Utara
Program Pengelolaan | Persentase pengelolaan
Keuangan keuangan sesuai Sistem
. . Badan Keuangan
Daerah Akuntansi Pemerintah
dan Aset
Program Pengelolaan | Persentase data asset yang
- Daerah
Barang Milik akurat
Daerah
Program Pengelolaan | 1. Perseptase capaian | oo <o pen dapatan
Pendapatan penerimaan pajak
Daerah
Daerah daerah
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Program Indikator Perangkat Daerah
Penanggung Jawab
2. Persentase capaian
retribusi daerah
3. Persentase capaian
penerimaan hasil
pengelolaan  kekayaan
daerah yang dipisahkan
4. Persentase capaian
pendapatan lain-lain
yang sah
Program Pengelolaan | Persentase informasi
Informasi dan Komunikasi | Pemerintah Daerah yang| .. .
Publik dipublikasi per tahun Dinas Komunikasi
- dan
Program Pengelolaan | Cakupan aplikasi e | Inf .
: . . nformatika
Aplikasi Informatika goverment yang
terintegrasi
Program Perlindungan dan | 1. Persentase Fakir Miskin
jaminan Sosial dan orang tidak mampu
2. Perlindungan dan | Dinas Sosial
Jaminan Sosial yang
tertangani
Program Rehabilitasi | Persentase penyandang
Sosial disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia | . .
Dinas Sosial
terlantar dan gelandangan
pengemis yang tertangani
di luar panti
Program Penanganan | Persentase korban bencana | Dinas Sosial
Bencana yang tertangani
Program Pendaftaran | 1. Cakupan Kepemilikan
Penduduk Kartu Keluarga
2. Cakupan Kepemilikan
Kartu Tanda Penduduk
3. Cakupan Kepemilikan
Kartu Indetitas Anak Dinas
Program Pencatatan Sipil 1. Cakupan Penerbitan | Kependudukan dan
Akta Kelahiran 0-18 | Pencatatan Sipil
tahun
2. Cakupan Penerbitan
Akta Kawin
3. Cakupan Penerbitan
Akta Kematian
Program Pengelolaan Arsip | Persentase Pengelolaan | Dinas
Arsip Daerah Perpustakaan
Program Penyelenggaraan | Cakupan layanan publik
Pemerintahan dan | yang dilaksanakan
Pelayanan Publik Kecamatan
Program Pemberdayaan | Persentase Lembaga Desa
Masyarakat yang aktif
Desa dan Kelurahan
Program Perencanaan, | 1. Persentase dokumen | Badan Perencana
Pengendalian dan perencanaan Pembangunan,
Evaluasi Pembangunan pembangunan Penelitian dan
LPPD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022 Hal 49



Program

Indikator

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

Daerah

perangkat daerah yang
dikendalikan dan
dievaluasi
2. Persentase
monitoring
pencapaian prioritas
pembangunan  daerah
yang ditindaklanjuti

hasil
terhadap

Program Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

1. Persentase hasil
verifikasi dokumen
perencanaan yang
ditindaklanjuti oleh
perangkat daerah

2. Ketersediaan dokumen
perencanaan
pembangunan daerah

Pengembangan
Daerah

Program
Daerah

Kepegawaian

Persentase Layanan
Administrasi kepegawaian
dan tingkat kelengkapan
data informasi
kepegawaian

Program
SDM

Pengembangan

1. Persentase ASN yang
mengikuti  pendidikan
dan pelatihan

2. Persentase pejabat ASN
yang telah mengikuti
pendidikan dan
pelatihan struktural

Badan
Kepegawaian
Daerah dan

Pengembangan
SDM

Program Penguatan
Ideologi Pancasila Dan
Karakter Kebangsaan

Meningkatnya pemahaman
ideologi  Pancasila dan
karakter bangsa

Program Peningkatan
Peran Partai Politik Dan
Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan Politik
Dan Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik

Meningkatnya pemahaman
masyarakat terhadap etika
dan budaya politik

Program Pemberdayaan | Meningkatnya  kelompok
Dan Pengawasan | organisasi masyarakat
Organisasi yang aktif

Kemasyarakatan

Program Pembinaan Dan Meningkatnya ketahanan
Pengembangan Ketahanan | ekonomi, sosial, budaya

Ekonomi, Sosial, Dan | dan agama

Budaya

Program Peningkatan | Meningkatnya ewaspadaan
Kewaspadaan Nasional | dan penanganan antisipasi

Dan Peningkatan Kualitas
Dan Fasilitasi Penanganan
Konflik Sosial

konflik sosial

Badan Kesatuan
Bangsa
dan Politik
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Perangkat Daerah

Program Indikator Penanseune Jawab
Program Peningkatan | Persentase gangguan
Ketenteraman Dan | ketetraman dan ketertiban
Ketertiban Umum umum yang ditangani
Program Pencegahan, Persentase penanganan
Penanggulangan, bencana kebakaran sesuai

Dinas Satuan Polisi

Penyelamatan Kebakaran | dengan SPM .
Pamong Praja

Dan Penyelamatan Non

Kebakaran

Program Peningkatan | Persentase pelaksanaan
Penegakan Peraturan | penegakan Perda

Daerah

2.4 Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen

Perencanaan Tahunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan
pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 yang memuat
sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Penyusunan RKPD
merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan
sistematis  yang dilaksanakan terutama  oleh Pemerintah dengan
memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien,
efektif, transparan dan akuntabel yang berdasarkan evaluasi kinerja
pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara tahun lalu, proyeksi pencapaian
kinerja tahun 2021, rancangan program indikatif di tahun 2022 dari RPJMD
Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2019-2024, identifikasi permasalahan
ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah
beserta kerangka pendanaan telaah prioritas RPJMN 2020 -2024 serta isu-
isu kebijakan nasional. Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan
upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan
sistematis yang tanggap akan perubahan.

Sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, hampir seluruh negara di
dunia, termasuk Indonesia masih berjuang untuk lepas dari pandemik
Covid-19. Vaksinasi yang dilaksanakan sejak tanggal 13 Januari 2021

diharapkan dapat mempercepat upaya pemulihan ekonomi akibat pandemik.
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Tema pembangunan RKP Tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan
sasaran pembangunan RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja
pembangunan dan anggaran tahun 2021 serta kebijakan pembangunan
tahun 2021. Terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap
ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional,
maka tema pembangunan RKP Tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi
dan Reformasi Struktural.

Pemulihan Ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya pemulihan
daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi yang
dilakukan sejalan dengan penuntasan krisis kesehatan melalui pemberian
bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga,
serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu,
dilakukan juga program-program khusus untuk mendongkrak kembali
daya beli masyarakat dan membangkitkan dunia usaha. Pada saat
bersamaan, diversifikasi ekonomi dilakukan melalui program peningkatan
nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon dan
pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital. Dalam rangka
mendukung pemulihan ekonomi, dilakukan pula reformasi struktural
diberbagai sektor.

Reformasi iklim investasi utamanya dilakukan melalui perbaikan
infrastruktur ekonomi untuk menjawab keterbatasan infrastruktur yang
seringkali menjadi akar masalah dari rendahnya investasi. Selanjutnya,
reformasi kelembagaan ditekankan pada perbaikan ekosistem inovasi dan
pengetahuan, disamping melanjutkan reformasi birokrasi yang telah
dilakukan selama ini. Sedangkan reformasi sistem kesehatan, reformasi
pendidikan keterampilan serta reformasi perlindungan sosial akan menjadi
bagian dari reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.
Selanjutnya dengan mengusung tema pembangunan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2022, pembangunan nasional diarahkan untuk

mencapai sasaran :

Tabel 1.17
Sasaran Pembangunan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022
No Indikator Pembangunan Target 2022
1. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,4-6,0
2. [Tingkat Kemiskinan (%) 8,5-9,0
3. [Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 6,24 - 5,52
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No Indikator Pembangunan Target 2022
4. |Rasio Gini (indeks) 0,376 - 0,378
S. [Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,44 - 73,48
6. [Nilai Tukar Petani 102 - 104
7. [Nilai Tukar Nelayan 104-106

Sumber : P-RKPD 2022

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2022,

arah kebijakan pembangunan tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan

reformasi struktural melalui pemulihan daya beli dan usaha, diversifikasi

ekonomi yang didukung dengan reformasi iklim investasi, reformasi

kelembagaan serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan

sosial. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, maka Prioritas

Nasional Tahun 2022 antara lain :

1.

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan
berkeadilan

Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan
menjamin pemerataan

Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi
dan pelayanan dasar

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan
perubahan iklim

Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan
publik

Dalam upaya pencapaian tujuh prioritas pembangunan nasional, maka

pembangunan nasional tahun 2022 difokuskan pada :

(1)
(2)
(3)
(4)
(9)

Reformasi Pendidikan dan Ketrampilan;
Infrastruktur;

Reformasi Perlindungan Sosial;
Reformasi Kesehatan; dan

Ketahanan Pangan.

Mengacu pada tema pembangunan RKP Tahun 2022, maka strategi

atau fokus pembangunan nasional tahun 2022 adalah :
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1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai
tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
a. Pertumbuhan industri pengolahan non migas 5,8-6,5%
b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%
c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5 T

2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk pempercepat
pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan
pencapaian :
a. Jumlah wisatawan mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan
b. Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36-39

3. Fokus pembangunan ketahanan  pangan  dilakukan  untuk
meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan
pencapaian :
a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8
b. Nilai Tukar Petani 102-104
c. Nilai Tukar Nelayan 102-105
d. Ketersediaan Beras 44 juta ton
e. Ketersediaan Protein Hewani 2,7 juta ton
f.  Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian Rp. 54,3 juta/orang/tahun

4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran
UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian :
a. Pertumbuhan wirausaha 3%
b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
c. UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal 20,9 %

5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan
pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian :
a. Pembangunan 4.600 unit rumah susun, bantuan perumahan

swadaya 118.650 unit dan penyaluran FLPP sebanyak 200.000

unit.
b. Jaringan pelabuhan utama terpadu sebanyak 10 lokasi
c. Panjang jalan tol baru sepanjang 400 Km
d. Penambahan debit air baku S m3/s
e. Pembangunan akses air minum perpipaan sebanyak 2.000.000 SR
f.  Pembangunan akses sanitasi aman (sistem terpusat dan sistem

setempat) 2.000.000 SR
g. Rehabilitasi jaringan irigasi 250 ribu Ha
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h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk meningkatkan pemerataan
dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian :
a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
b. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik
kumulatif sebanyak 42,85%
c. 72.500 SDM talenta digital
d. 12,4 juta local champion literasi digital
e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan
capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK),
yang ditandai dengan pencapaian :
a. Penurunan emisi GRK Nasional terhadap baseline 26,87%
b. Penurunan intensitas emisi GRK Nasional terhadap baseline
21,54%
c. Porsi bauran EBT dalam energi nasional 15,7%
d. Kapasitas terpasang pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat
reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian :
a. Tingkat kemiskinan 8,5-9%
b. Penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial 87%
c. Rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial
60%
d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari
40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk
9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk
meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan
pencapaian :
a. Pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 41,55%
b. Tingkat penyelesaian pendidikan SMA Sederajat 70,6%
c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasias Teknologi
(PPBT)
e. 900 Paten Domestik
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10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-

19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat

Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian :

a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 18,4%

=

B S o W)

Insidensi TB 231/100.000 Penduduk

Persalinan di fasilitas kesehatan 91%

spesialis lainnya 80%

7Q

Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%

RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter

Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% dan RS 90%

h. Sistem surveilans : terpadu, real-time, berbasis lab

Selanjutnya program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli

Utara Tahun 2022 sebagaimana terlampir pada laporan ini, dan prioritas

pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1.18

Prioritas Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

NO

PRIORITAS
RKPD

FOKUS

PD
PENANGGUNGJAWAB

Pemulihan
ekonomi

. Pembangunan dan

rehabilitasi infrastruktur
daerah (jalan, jembatan,
jaringan, irigasi, sistem
penyediaan air minum
(spam), sistem pengolahan
air limbah (spal),
peningkatan prasarana dan
sarana umum perumahan
permukiman.

. Pemberdayaan koperasi dan

UMKM

. Pembenahan dan penataan

sarana dan prasarana
pariwisata

. Pembenahan dan penataan

sarana dan prasarana
pedagangan

. Perlindungan sosial.

1. Dinas PUTR

2. Dinas Perkim

3. Dinas Koperasi,
UKM dan Perindag

Peningkatan
ketahanan
pangan

. Peningkatan  produksi dan

produktivitas tanaman pangan,
holtikultura dan perkebunan.

. Peningkatan populasi ternak

dan perikanan budidaya

. Peningkatan diversifikasi

pertanian

1. Dinas Pertanian
2. Dinas Ketahanan
Pangan
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PRIORITAS PD
No RKPD FOKUS PENANGGUNGJAWAB
3 | Meningkatkan . Meningkatkan layanan | 1. Dinkes
SDM berkualitas kesehatan dan pengendalian | 2. RSUD
dan berdaya penyakit (menular dan tidak | 3. Dinas Pemuda dan
saing menular) Olahraga
. Penguatan Gerakan | 4. Dinas Pendidikan
Masyarakat Hidup Sehat 5. Dinas
. Meningkatkan layanan Perpustakaan
Pendidikan 6. Dinas
. Meningkatkan kualitas Ketenagakerjaan
tenaga kerja
4 | Meningkatkan . Meningkatkan kualitas | 1. Dinas Komunikasi
sistem pelayanan publik dan dan Informatika
pemerintahan pelayanan birokrasi 2. Dinas Penanaman
yang transparan | 2. Meningkatkan partisipasi Modal dan PPTSP
dan  akuntabel masyarakat dalam | 3. Inspektorat
serta pembangunan 4. Bappedalitbang
meningkatkan . Meningkatkan kualitas | 5. BKAD
profesionalisme pengelolaan keuangan | 6. Badan
ASN daerah Pendapatan
Daerah
3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan
istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan
konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara
Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan
Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait
Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan
Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-
hak konstitusional masyarakat. Standar Pelayanan Minimal adalah
ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan
Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara
secara minimal.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
terdiri atas:
1. pendidikan;

2. kesehatan;
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3
4
5
6

. pekerjaan umum dan penataan ruang;

. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;

. sosial.

Materi muatan SPM mencakup :

1. Jenis Pelayanan Dasar;

2. Mutu Pelayanan Dasar; dan

3. Penerima Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar di

Kabupaten Tapanuli Utara terdiri atas :

Tabel 1.19

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO

Bidang SPM

Dasar

OPD Pelaksana

1

Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor
1687);

Dinas
Pendidikan

Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2019 Tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar
Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 68);

Dinas Kesehatan

Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2018
Tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 868);

Dinas Sosial

Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Rakyat

Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor
29/Prt/M/2018 Tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor
1891);

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan
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NO | Bidang SPM Dasar OPD Pelaksana
S5 | Ketenteraman | Peraturan Menteri Dalam Negeri | Satuan Polisi
Ketertiban Republik Indonesia Nomor 121 | Pamong Praja

Umum dan | Tahun 2018 Tentang Standar
Perlindungan | Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Masyarakat Urusan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Di Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri | Badan
Republik Indonesia Nomor 101 | Penanggulangan
Tahun 2018 Tentang Penerapan | Bencana Daerah
Standar Teknis Pelayanan Dasar
pada Strandar Pelayanan Minimal
Sub Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1541).

Dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Tapanuli

Utara adalah sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub

— Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub
— Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub — Urusan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Teknis
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 -
2024;

12. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

13. Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 31 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022.

Kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian
SPM yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun
2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. SPM bidang Pendidikan

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok
pembangunan pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang bermutu akan
menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan kompetitif.
Mutu pendidikan mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 (Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005) tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Standar mnasional
pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh
wilayah Indonesia yang berfungsi sebagai dasar bagi perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pendidikan pada setiap satuan pendidikan

dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. SNP berisi
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ketentuan tentang delapan standar pendidikan yang dicita-citakan dapat
terwujud di semua satuan pendidikan pada kurun waktu tertentu.
Mengingat bahwa kondisi satuan pendidikan pada saat ini masih sangat
beragam dan sebagian besar kualitasnya masih berada di bawah SNP, maka
perlu dicari strategi untuk mencapai SNP secara bertahap. Upaya ini
dilakukan dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
merupakan tingkat layanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan
pendidikan. Apabila SPM Pendidikan telah tercapai maka indikator tingkat
(mutu) layanan akan dinaikkan dari waktu ke waktu hingga pada akhirnya
mencapai tingkatan yang ditetapkan dalam SNP. Oleh karena itu, SPM
Pendidikan dapat diartikan sebagai strategi untuk mencapai SNP secara
bertahap dan merupakan sasaran antara untuk menuju pemenuhan SNP.
Implementasi Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu strategi
peningkatan kualitas pendidikan yang telah dilaksanakan untuk

mendukung program peningkatan mutu pendidikan.

2. SPM Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal sebagai bagian dari pelaksanaan urusan
wajib setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah
merupakan mandat yang harus dilakukan daerah. Pelaksanaan SPM ini
sebagai wujud tanggung jawab pemerintah menyediakan pelayanan
kesehatan yang baik dan bermutu, sesuai amanat Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk
sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Kesehatan
berimplikasi pada produktifitas perorangan dan kelompok, sehingga
pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat
menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam
pelaksanaannya. Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan
derajat kesehatan bagi seluruh penduduk adalah peningkatan pelayanan
kesehatan yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang

memadai ditiap wilayah.
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3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan

Sarana dan prasarana dasar wilayah merupakan unsur penunjang
utama dalam mendukung terciptanya keberhasilan pembangunan, dimana
hal ini akan mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli
masyarakat. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jalan,
jembatan, air minum dan penyediaan irigasi merupakan kebutuhan yang
dapat dirasakan manfaat dan akibatnya secara langsung oleh masyarakat.
Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik yang
diperlukan sebagai jaminan pelayanan sektor publik dan sektor privat dapat
berfungsi dengan baik. Infrastruktur selain fasilitasi juga dapat mendukung
kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang
dan jasa, sehingga infrastruktur merupakan unsur penting dalam
mendukung terciptanya keberhasilan pembangunan. Infrastruktur juga
merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang,
pembukaan daerah terisolasi serta mempersempit kesenjangan antar
wilayah.

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan dan
jembatan, saluran irigasi dan jaringan air minum yang dikelola secara baik
dengan memperhatikan perencanaan tata ruang akan dapat dirasakan
manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan berdampak pada
pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kerangka utama pembangunan infrastruktur Kabupaten Tapanuli Utara
dalam 5 tahun ke depan difokuskan pada pembangunan infrastruktur
pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi disamping juga memperhatikan
infrastruktur perkotaan. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar
bertujuan untuk pemerataan pembangunan di kabupaten yang mencakup
sejumlah hal, salah satunya adalah hunian layak. Sementara itu,
pembangunan infrastruktur ekonomi akan berfokus pada pembangunan
sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi, khususnya pada
bidang transportasi. Pembangunan infrastruktur perkotaan akan berfokus
pada peningkatan sarana dan prasarana penunjang di perkotaan, seperti
pipa air minum dan sanitasi serta pengolahan dan pengelolaan limbah.
Keseluruhan dari pembangunan infrastruktur ini akan memberikan
penekanan pada pengarusutamaan ketangguhan bencana, kesetaraan
gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan,

investasi serta sosial budaya dengan harapan kehadiran infrastruktur ini
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akan memudahkan aliran arus barang dari dan ke dalam daerah. Selain itu
juga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan
modal di Kabupaten Tapanuli Utara.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kelompok rumah
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian
yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Prasarana
lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan
lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana
lingkungan adalah fasilitas penunjang yang  berfungsi untuk
penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan
budaya. Termasuk sebagai fasilitas penunjang antara lain berupa bangunan
pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan,
peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman serta pertamanan.
Pembangunan perumahan dilakukan untuk mewujudkan perumahan yang
layak, sehat, aman, serasi, juga teratur. Indikasi rumah yang layak huni
adalah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan
minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Hal ini dapat dilihat
dari kelengkapan sarana perumahannya maupun kelengkapan fasilitas
lingkungannya, seperti : lantai rumah, penggunaan air bersih, sanitasi dan
sumber penerangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Nomor 29/PRT/M /2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum adalah
sebagai berikut :

a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

dan jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat adalah sebagai

berikut :

a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
kabupaten/kota; dan

b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli
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Utara, bahwa untuk pelayanan dasar pada SPM pemenuhan kebutuhan
pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan Air
Limbah Domestik merupakan tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara sejak tahun 2020. Untuk
jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat yaitu penyediaan dan
rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dan
fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena
relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten tidak dilaksanakan di
Kabupaten Tapanuli Utara. Namun sesuai amanat Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2011 tentang Perumahan  dan Kawasan Permukiman,
perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan  hunian yang dilengkapi dengan
prasarana dan sarana lingkungan. Prasarana lingkungan adalah
kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan
permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk
penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan
budaya. Termasuk sebagai fasilitas penunjang antara lain berupa
bangunan  pelayanan umum dan pemerintahan, pendidikan dan
kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, pemakaman serta
pertamanan. Pembangunan perumahan dilakukan untuk mewujudkan
perumahan yang layak, sehat, aman, serasi, juga teratur. Indikasi rumah
yang layak huni adalah memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan
kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Hal ini
dapat dilihat dari kelengkapan sarana perumahannya maupun
kelengkapan fasilitas lingkungannya, seperti : lantai rumah, penggunaan

air bersih, sanitasi dan sumber penerangan.

4. SPM Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat
Manajemen  pemerintahan yang  efektif dilakukan  dengan
melaksanakan pelayanan terhadap penyelenggara keamanan dan ketertiban
masyarakat oleh pemerintah bersama masyarakat melalui penyediaan Polisi
Pamong Praja. Dalam rangka pelayanan dalam bentuk penciptaan dan

pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat daerah ini
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serta penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan pelaksanaannya
telah disiagakan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sementara
dalam hal bencana berdasarkan peta wilayah gempa di Indonesia,
Kabupaten Tapanuli Utara termasuk kedalam wilayah 3 dan 4, yaitu wilayah
yang relatif stabil terhadap gempa bumi dan berada pada sirkum Mediterian
yaitu suatu sirkum atau jajaran gunung api yang membentang dari
Sumatera paling utara sampai Sumatera bagian selatan dan terus melewati
Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa dan berakhir di Kabupaten Maluku.
Sirkum ini terdiri dari beberapa gunung api aktif dan Kabupaten Tapanuli
Utara berada pada Pegunungan Bukit Barisan.

Selain adanya sirkum Mediterian daerah ini juga merupakan tempat
bertemunya lempeng Samudera Indonesia di sebelah barat dengan Lempeng
Asia di sebelah Timur - Utara Sumatera dan lempeng tersebut sangat aktif
hingga sekarang. Keaktifan lempeng dapat diwakili oleh adanya patahan
(sesar) yang memanjang dari arah barat laut - tenggara yang dinamakan
sesar Semangko berjenis patahan mendatar. Patahan ini dimulai dari ujung
utara sampai ke selatan pulau Sumatera. Sesar Semangko ini melewati
Kecamatan Tarutung terus sampai Kecamatan Simangumban yang disebut
sebagai Patahan Toba dan sangat rawan gempa bumi.

Selain hal tersebut, di Kabupaten Tapanuli Utara juga terdapat daerah
rawan longsor seperti Kecamatan Parmonangan, Tarutung dan Garoga yang
memiliki kemiringan lereng diatas 20 persen dan dilewati patahan-patahan
yang aktif serta litologinya sebagian besar ditutupi oleh Tufa Toba yang
bersifat lunak. Daerah lainnya juga tetap memiliki kemungkinan terjadinya
longsor, yakni Kecamatan Sipahutar, Pahae Julu dan sebelah Timur
Siborongborong, dimana lokasi tersebut memiliki kemiringan lereng datar
sampai terjal. Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana
bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari
ancaman bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap

darurat dan pasca bencana.

S. SPM Bidang Sosial

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi
terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat

LPPD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022 Hal 65



melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial
adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan
sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial,
jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk
orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material,
spiritual dan sosial untuk hidup layak. Sasaran pelayanan urusan sosial
adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS yaitu
perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu
hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi
sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik
jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa
kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan
atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara
mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Pembangunan
bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam rangka mencegah dan
mengurangi timbulnya permasalahan sosial, dimana keadaan di daerah ini
menunjukkan masih banyak penduduk yang belum terpenuhi hak atas
kebutuhan dasarnya secara layak. Pembangunan PMKS ditujukan untuk
meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, memulihkan fungsi sosial
masyarakat dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat
dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial,
meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial
masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga
dan berkelanjutan.

Sedangkan kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan
pencapaian SPM yang dituangkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :
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Tabel 1.20

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Program Capaian
Perangkat
Jenis Daerah Terkait Indikator OPD
NO | Pelayanan Pelaksanaan P R Penangung| Ket.
Dasar Jenis encapatan 2019 | 2020 Jawab
Pelayanan
Dasar
SPM PENDIDIKAN
1. |Pendidikan | Program Jumlah WN (44,62%|48,21%|Dinas
Anak Pengelolaan usia 5-6 tahun Pendidikan
Usia Pendidikan yang
Dini (PAUD) berpartisipasi
dalam
Pendidikan
PAUD
2. |Pendidikan | Program Jumlah WN [85,91%|73,62% Dinas
Dasar Pengelolaan usia Pendidikan
Pendidikan 7-15 tahun
yang
berpartisipasi
dalam
Pendidikan
Dasar
(D/ML,
SMP/MTs)
3. |Pendidikan | Pengelolaan Jumlah WN | 100% | 100% |Dinas
kesetaraan Pendidikan Non| usia Pendidikan
Formal/ 7-18 tahun
Kesetaraan yang belum
menyelesaikan
Pendidikan
Dasar
dan/atau
menengah
yang
berpartisipasi
dam
Pendidikan
kesetaraan
SPM KESEHATAN
1. |Pelayanan Program Jumlah 75,7% |68,67% Dinas
Kesehatan Pemenuhan Ibu Kesehatan
Ibu Hamil Upaya Hamil
Kesehatan yang
perorangan mendapatkan
dan Upaya | Layanan
Kesehatan Kesehatan
Masyarakat
2. |Pelayanan Program Jumlah Ibu 66,8% [63,43%|Dinas
Kesehatan Pemenuhan Bersalin yang Kesehatan
Ibu Bersalin | Upaya mendapatkan
Kesehatan Layanan
perorangan Kesehatan
dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
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Program Capaian
Perangkat
Jenis Daerah Terkait . OPD
Indikator
NO | Pelayanan Pelaksanaan p . Penangung| Ket.
Dasar Jenis encapatan 2019 | 2020 Jawab
Pelayanan
Dasar
3. |Pelayanan Program Jumlah Bayi 70,01%99,91% Dinas
Kesehatan Pemenuhan Baru lahir Kesehatan
Bayi Baru| Upaya yang
Lahir Kesehatan mendapatkan
perorangan Layanan
dan Upaya | Kesehatan
Kesehatan
Masyarakat
4. |Pelayanan Program Jumlah Balita |85,46%|73,07%|Dinas
Kesehatan Pemenuhan yang Kesehatan
Balita Upaya mendapatkan
Kesehatan Layanan
perorangan Kesehatan
dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat
5. |Pelayanan Program Jumlah WN | 100% (99,66% |Dinas
Kesehatan Pemenuhan Usia Kesehatan
Pada  Usia| Upaya Pendidikan
Pendidikan | Kesehatan Dasar yang
Dasar perorangan mendapatkan
dan Upaya | Layanan
Kesehatan Kesehatan
Masyarakat
6. |Pelayanan Program Jumlah WN | 57% |23,84%|Dinas
Kesehatan Pemenuhan Usia Kesehatan
Pada  Usia| Upaya Produktif yang
Produktif Kesehatan mendapatkan
perorangan Layanan
dan Upaya | Kesehatan
Kesehatan
Masyarakat
7. |Pelayanan Program Jumlah WN | 100% |80,22% Dinas
Kesehatan Pemenuhan Usia Kesehatan
Pada  Usia| Upaya Lanjut yang
Lanjut Kesehatan mendapatkan
perorangan Layanan
dan Upaya | Kesehatan
Kesehatan
Masyarakat
8. |Pelayanan Program Jumlah WN 100% |14,33%|Dinas
Kesehatan Pemenuhan penderita Kesehatan
Pada Upaya Hipertensi
Penderita Kesehatan yang
Hipertensi perorangan mendapatkan
dan Upaya | Layanan
Kesehatan Kesehatan
Masyarakat
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Program Capaian
Perangkat
Jenis Daerah Terkait Indikator OPD
NO | Pelayanan Pelaksanaan p . Penangung| Ket.
Dasar Jenis encapatan 2019 | 2020 Jawab
Pelayanan
Dasar
9. |Pelayanan Program Jumlah WN 100% |90,34% Dinas
Kesehatan Pemenuhan penderita DM Kesehatan
Pada Upaya yang
Penderita Kesehatan mendapatkan
Diabetes perorangan Layanan
Melitus dan Upaya | Kesehatan
Kesehatan
Masyarakat
10. | Pelayanan Program Jumlah WN 100% | 100% |Dinas
Kesehatan Pemenuhan dengan Kesehatan
Pada Upaya Ganguan
Penderita Kesehatan Jiwa Berat
ODGJ Berat | perorangan yang yang
dan Upaya | terlayani
Kesehatan kesehatan
Masyarakat
11. |Pelayanan Program Jumlah WN 100% | 100% [Dinas
Kesehatan Pemenuhan terduga TBC Kesehatan
Orang Upaya yang
terduga TBC| Kesehatan mendapatkan
perorangan Layanan
dan Upaya | Kesehatan
Kesehatan
Masyarakat
12. | Pelayanan Program Jumlah WN | 100% | 100% |Dinas
Kesehatan Pemenuhan dengan resiko Kesehatan
Pada Upaya terinfeksi yang
Orang Kesehatan melemahkan
dengan perorangan daya tubuh
Resiko dan Upaya | manusia (HIV)
teinfeksi Kesehatan yang
Virus yang| Masyarakat mendapatkan
melemah Layanan
kan daya Kesehatan
tubuh
manusia
(HIV))
PEKERJAAN UMUM
1. |Pemenuhan | Program Jumlah WN 28,83 | 34,28 [Dinas PUPR
kebutuhan | Penyediaan yang
air SPAM memperoleh
minum kebutuhan
kabupaten pokok air
minum sehari-
hari
2. |Penyediaan | Program Jumlah WN 79,5 | 89,32 Dinas PUPR
pelayanan Pengelolaan yang
pengolahan | SPAL memperoleh
air layanan
limbah air limbah
domestik domestik
kabupaten
PERUMAHAN
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Program Capaian
Perangkat
Jenis Daerah Terkait Indikator OPD
NO | Pelayanan Pelaksanaan p . Penangung| Ket.
Dasar Jenis encapatan 2019 | 2020 Jawab
Pelayanan
Dasar
1. |Penyediaan | Program Jumlah 0 0 |Dinas Tahun
dan Pengembangan | Warga Perumahan 2019 dan
rehabilitasi | Perumahan Negara dan 2020
rumah dan Kawasan korban Permuki tidak ada
yang layak Permukiman bencana man bencana
huni bagi yang yang
korban memperoleh dikatego
bencana rumah rikan
kabupaten layak huni bencana
Kabupa
ten
2. |Fasilitasi Program Jumlah 0 0 |Dinas Tahun
penyediaan | Pengembangan | Warga Perumahan 2019 dan
rumah Perumahan dan| Negara dan 2020
yang layak Kawasan yang Permuki tidak ada
huni bagi Permukiman terkena man bencana
masyarakat relokasi akibat yang
yang program dikatego
terkena Pemerintah rikan
relokasi Daerah bencana
program provinsi yang Kabupa
Pemerintah memperoleh ten
Daerah fasilitasi
penyediaan
rumah
yang layak
huni
KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1. |Pelayanan Program Jumlah WN | 100% | 100% |[Dinas
Ketentra Peningkatan yang SATPOL PP
man Ketentraman memperoleh
Ketertiban dan Layanan
Umum dan| Ketertiban Akibat dari
Perlin Umum Penegakan
dungan Hukum Perda
Masyarakat dan Perkada
2. |Pelayanan Program Jumlah WN | 100% | 100% [BPBD
Informasi Penanggu yang
Rawan langan memperoleh
Bencana Bencana Layanan
Informasi
Rawan
Bencana
3. |Pelayanan Program Jumlah WN | 100% | 100% [BPBD
Pencegahan | Penanggu yang
dan langan Bencana| memperoleh
Kesiapsiaga layanan
an terhadap Pencegahan
Bencana dan
Kesiapsiagaan
terhadap
Bencana
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Program Capaian
Perangkat
Jenis Daerah Terkait Indikator OPD
NO | Pelayanan Pelaksanaan p . Penangung| Ket.
Dasar Jenis encapatan 2019 | 2020 Jawab
Pelayanan
Dasar
4. |Pelayanan Program Jumlah WN 100% | 100% [BPBD
Penyelama Penanggu yang
tan dan langan memperoleh
evakuasi Bencana layanan
Korban Penyelamatan
Bencana dan
evakuasi
Korban
Bencana
5. |Pelayanan Program Jumlah WN 100% | 100% [Dinas
Penyelama Pencegahan, yang SATPOL PP
tan dan Penanggu memperoleh
evakuasi langan, layanan
Korban Penyelamatan Penyelamatan
Kebakaran Kebakaran dan
dan evakuasi
Penyelamatan Korban
Non Kebakaran | Kebakaran
SOSIAL
1. |Rehabilitasi | Program Jumlah n/a 5 |Dinas Sosial
Sosial Rehabilitasi WN Orang
Dasar Sosial Penyandang
Penyandang Disabilitas
Disabilitas yang
terlantar memperoleh
diluar Panti rehabilitasi
sosial diluar
Panti
2. |Rehabilitasi | Program Jumlah n/a 1 Dinas Sosial
Sosial Rehabilitasi anak Orang
Dasar Sosial terlantar
Anak yang
Terlantar di memperoleh
Luar Panti rehabilitasi
sosial diluar
Panti
3. |Rehabilitasi | Program Jumlah n/a 0 |Dinas Sosial
Sosial Dasar | Rehabilitasi WN
Lanjut Usia | Sosial Lanjut
diluar Panti Usia terlantar
yang
memperoleh
rehabilitasi
sosial diluar
Panti
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Program Capaian
Perangkat
Jenis Daerah Terkait Indikator OPD
NO | Pelayanan Pelaksanaan p . Penangung| Ket.
Dasar Jenis encapatan 2019 | 2020 Jawab
Pelayanan
Dasar
4. |Rehabilitasi | Program Jumlah n/a 24 |Dinas Sosial
Sosial Rehabilitasi WN/Gelandan Orang
Dasar Tuna | Sosial gan dan
social Pengemis yang
khususnya memperoleh
Gelandang Rehabilitasi
an dan social dasar
Pengemis tuna sosial
diluar Panti diluar Panti
5. |Perlindung Program Jumlah n/a |140 KK Dinas Sosial
an Penanganan WN (60,6%)
dan Bencana korban
Jaminan bencana
Sosial kabupaten
pada saaat yang
dan setelah memperoleh
tanggap perlindungan
darurat dan jaminan
Bencana sosial
bagi korban
bencana
Kabupaten

Komitmen yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara

dalam 1 (satu) tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang

dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran tahun 2022 adalah :
1.

Mengalokasikan anggaran fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20%

dari belanja daerah, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 49 ayat (1)

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

Pasal 81 ayat (1) PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan;

Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan minimal 10% dari total

belanja APBD diluar gaji sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) UU 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan.
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BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang
menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara
umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta
dan pihak yang terkait dalam pembangunan nasional secara umum dan
pembangunan daerah secara khusus. Capaian kinerja makro Kabupaten

Tapanuli Utara Tahun 2022 sebagai berikut :

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022 mengalami peningkatan
dibanding tahun sebelumnya. IPM Tapanuli Utara 2022 adalah sebesar
74,14 atau tumbuh 0,52 persen (meningkat 0,38 point) dibandingkan
capaian IPM 2021. Peningkatan IPM 2022 didukung oleh peningkatan di
semua komponen penyusunnya. Komponen IPM dengan pertumbuhan
tertinggi pada 2022 adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada
2022, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan telah meningkat 1,55
persen dibanding 2021. Dari sisi pendidikan, pada 2022 anak berusia 7
tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan formal selama 13,72
tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan
pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,02 tahun
dibandingkan 2021 yang mencapai 13,70 tahun. Selain itu, rata-rata lama
sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,01 tahun, dari
9,99 tahun menjadi 10,00 tahun pada 2022. Dari sisi kesehatan, bayi yang
lahir pada 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 69,16 tahun,
lebih lama 0,40 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun

sebelumnya.

2.1.2 Angka Pengangguran

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang
tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena
adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan,

lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan

LPPD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022 Hal 73



banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Tingkat Pengangguran
Terbuka adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam
kelompok penggangguran, diperoleh dari hasil pembagian jumlah
penggangguran per jumlah tenaga kerja. Realisasi TPT (Tingkat
Pengangguran Terbuka) tahun 2022 sebesar 1,07% mengalami penurunan

dari tahun 2021, dimana TPT tahun 2021 sebesar 1,54%.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun
2022 sebesar 9.645,64 milyar rupiah dan pada tahun 2021 sebesar 8.800,08
milyar rupiah, sedang PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Atas Dasar Harga
Konstan 2010 pada Tahun 2022 sebesar 6.315,72 milyar rupiah dan pada
tahun 2021 sebesar 6.058,35 milyar rupiah. Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Tapanuli Utara jika dilihat berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga
Konstan 2010 pada tahun 2022 sebesar 4,25 persen dan tahun 2021
sebesar 3,54 persen. Realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2022
Kabupaten Tapanuli Utara masih dibawah realisasi pertumbuhan ekonomi
Provinsi Sumatera Utara dan nasional sebagaimana disajikan pada grafik
dibawah :

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022

5:18 5.22,
5.17 5.02

5.31

2018 2019 2029 2021 2022

==g=== Kabupaten Tapanuli Utara == Provinsi Sumatera Utara Nasional

Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan kontributor
terbesar dalam membentuk PDRB Kabupaten Tapanuli Utara. Pada Tahun
2022 kontribusi sektor tersebut sebesar 44,91 persen, yang diikuti Lapangan
Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
dengan kontribusi sebesar 15,79 persen, dan Lapangan Usaha Konstruksi

sebagai kontributor terbesar ketiga yaitu sebesar 14,29 persen. Sedangkan
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sisanya sebesar 25,06 persen disumbangkan oleh empat belas lapangan

usaha lainnya, dimana sektor penyumbang terkecil adalah sektor

pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 0,07 persen. PDRB Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun 2022 sebagai berikut :
PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

Kat . Atas Dasar Harga Atas Dasar Harga
No Lanon eg°:;/ ) Berlaku (ADHB) (Rp) | Konstan (ADHK) (Rp)
apangan Usaha 2021 2022 2021 2022
| | Pertanian, Kehutanan, dan | 3564 35| 433158 | 2782.75| 2.916,34
Perikanan
o | Pertambangan dan 6.23 6,85 4.95 5,17
Penggalian
3 Industri Pengolahan 203.35 216,90 128.94 134,04
4 Pengadaan Listrik dan Gas 8.44 8,85 7.98 8,17
Pengadaan Air, Pengelolaan
5 Sampah, Limbah dan Daur 8.70 9,18 6.40 6,69
Ulang
6 Konstruksi 1249.05 1.373,59 817.37 850,08
Perdagangan Besar dan
7 Eceran; Reparasi Mobil dan 1394.25 1.522,75 856.49 895,02
Sepeda Motor
g | Lransportasi dan 422.66 469,97 282.05 303,28
Pergudangan
g | Penyediaan Akomodasi dan 207.85 226,05 138.63 148,52
Makan Minum
10 Informasi dan Komunikasi 71.81 75,52 60.09 62,99
11 |Jasa  Keuangan  dan 139.50 151,49 93.63 96,60
Asuransi
12 | Real Estate 204.41 217,34 123.47 129,46
13 | Jasa Perusahaan 27.39 29,25 17.17 18,30
Administrasi Pemerintahan,
14 | Pertahanan dan Jaminan 781.81 783,60 581.96 576,85
Sosial Wajib
15 | Jasa Pendidikan 137.65 144,90 105.03 109,78
16 |Jasa  Keschatan — dan 61.41 65,61 43.63 46,06
Kegiatan Sosial
17 | Jasa lainnya 11.21 12,20 7.80 8,37
e e 8800.08 9.645,64 | 6.058,35 | 6.315,72
BRUTO
Sumber : Kabupaten Tapanuli Utara dalam angka, Tahun 2023
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Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2021 - 2022 sebagai berikut :
PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022

Kat ri/ Atas Dasar Harga Konstan
No Lapan :ioUsaha (ADHK) (Persen)
pang 2021 2022
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,59 4,80
2 | Pertambangan dan Penggalian 5,98 4,56
3 Industri Pengolahan 3,31 3,96
4 Pengadaan Listrik dan Gas 5,79 2,31
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
5 Limbah dan Daur Ulang 5,43 4,52
6 Konstruksi 3,22 4,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
7 Mobil dan Sepeda Motor 3,94 4,50
8 | Transportasi dan Pergudangan 2,77 7,53
9 Pgnyedlaan Akomodasi dan Makan 2,40 7.14
Minum
10 | Informasi dan Komunikasi 4,82 4,83
11 | Jasa Keuangan dan Asuransi 2,52 3,17
12 | Real Estate 0,39 4.85
13 | Jasa Perusahaan 2,73 6,55
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
14| dan Jaminan Sosial Wajib L2 -0,88
15 | Jasa Pendidikan 2,87 4,52
16 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,38 5,57
17 | Jasa lainnya 2,75 7,18
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 3,54 4,25

Sumber : Kabupaten Tapanuli Utara dalam angka, Tahun 2023
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2.1.4 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)
Tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain

dengan Indeks Gini atau Gini Ratio. Adapun kriteria

kesenjangan/ketimpangan adalah G < 0,30 berarti ketimpangan rendah,
0,30 = G = 0,50 berarti ketimpangan sedang dan G > 0,50 berarti
ketimpangan tinggi.

Tapanuli Utara tahun 2021 sebesar 0,2766 dan pada tahun 2022 sebesar

Ketimpangan pendapatan (gini ratio) Kabupaten
0,2420. Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun ke

tahun mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan.
Sedangkan dibandingkan dengan Rasio Gini Provinsi Sumatera Utara
maupun Nasional, Gini Rasio Kabupaten Tapanuli Utara masih dibawahnya.
Hal tersebut menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan antar
lebih kecil

Sumatera Utara dan Nasional.

penduduk di Kabupaten Tapanuli Utara masih relatif

dibandingkan dengan Provinsi Artinya
distribusi pendapatan antar penduduk semakin merata.
Secara ringkas dapat kami sampaikan capaian kinerja makro

Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022 sebagai berikut :

Capaian Capaian Laju
No Indikator Kinerja Kinerja Kinerja Satuan
Kinerja Makro Tahun Tahun Tahun
2021 2022 2022

Indeks

1 | Pembangunan 73,76 74,14 0,515 Persen
Manusia
Angka

2 . . 9,72 8,93 -8,128 Persen
Kemiskinan

3 | Angka 1,54 1,07 -30,519 | Persen
Pengangguran

4 | Pertumbuhan 3,54 4,25 20,056 | Persen
Ekonomi

5 | Pendapatan  Per| ., g7 30.292 8,507 | Persen
Kapita

6 | Ketimpangan 0,277 0,242 212,509 | Persen
Pendapatan

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Utara, Februari Tahun 2023
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2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari
keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan
pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan
pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan

dan urusan penunjang.
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2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

2.2.1.1

Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan

Wajib

No | Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

1 Pendidikan

Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Terakreditasi

47

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Jumlah peserta didik PAUD yang menerima
perlengkapan dasar peserta didik dari
Pemerintah Daerah

8.384

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Jumlah peserta didik PAUD yang menerima
pembebasan biaya pendidikan

8.384

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD

331

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Jumlah pendidik pada PAUD

643

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah
diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
bidang pendidikan anak usia  dini,
kependidikan lain atau psikologi dan
sertifikat profesi guru pendidikan anak usia
dini

241

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-
IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk
PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan
kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga
pemerintah

241

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
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Urusan

Wajib

No | Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

8. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 462 Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
9. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar Dinas Pendidikan
yang menerima perlengkapan dasar peserta 40.329 dan Kebudayaan -
didik dari Pemerintah Daerah
10. Jumlah peserta didik jenjang sekolah Dinas Pendidikan
menengah pertama yang menerima dan Kebudayaan
1 . 21.576 .
perlengkapan dasar peserta didik dari
Pemerintah Daerah
11. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah Dinas Pendidikan
dasar yang menerima pembebasan biaya 40.329 dan Kebudayaan -
pendidikan
12. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah Dinas Pendidikan
menengah pertama yang menerima 21.576 dan Kebudayaan -
pembebasan biaya pendidikan
13. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada Dinas Pendidikan
. 3.243 -
jenjang sekolah dasar dan Kebudayaan
14. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada Dinas Pendidikan
. 1.260 -
jenjang sekolah menengah pertama dan Kebudayaan
15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar Dinas Pendidikan
3.025 -
dan Kebudayaan
16. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah Dinas Pendidikan
menengah pertama 1.307 dan Kebudayaan -
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Urusan

Wajib

No | Pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

17.  jumlah kebutuhan minimal tenaga Dinas Pendidikan
kependidikan pada jenjang sekolah dasar 72 dan Kebudayaan i
18. jumlah kebutuhan minimal tenaga Dinas Pendidikan
kependidikan pada  jenjang sekolah 240 dan Kebudayaan -
menengah pertama
19. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang Dinas Pendidikan
sekolah dasar 240 dan Kebudayaan i
20. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang Dinas Pendidikan
sekolah menengah pertama 212 dan Kebudayaan i
21. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar Dinas Pendidikan
yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) 2.490 dan Kebudayaan -
atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik
22. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah 1.227 Dinas Pendidikan
menengah pertama yang memiliki ijazah dan Kebudayaan
diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan i
sertifikat pendidik
23. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah 385 Dinas Pendidikan

dasar yang memiliki ijazah D-IV atau SI,
sertifikat pendidik dan surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan
sekolah

calon kepala

dan Kebudayaan
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24. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah Dinas Pendidikan
menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV dan Kebudayaan
atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda 79 -
tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah
25. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada Dinas Pendidikan
jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah 240 dan Kebudayaan -
SMA /sederajat
26. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada Dinas Pendidikan
jenjang sekolah menengah pertama yang 212 dan Kebudayaan -
memiliki ijazah SMA/sederajat
27. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan Dinas Pendidikan
terakreditasi 1 dan Kebudayaan i
28. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan Dinas Pendidikan
yang menerima perlengkapan dasar peserta 547 dan Kebudayaan -
didik dari Pemerintah Daerah
29. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan Dinas Pendidikan
yang menerima pembebasan biaya 547 dan Kebudayaan -
pendidikan
30. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada Dinas Pendidikan
satuan pendidikan kesetaraan 18 dan Kebudayaan i
31. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan Dinas Pendidikan
kesetaraan 6 dan Kebudayaan -
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32.

Jumlah pendidik pada satuan pendidikan
kesetaraan yang memiliki ijazah diploma
empat (D-IV) atau sarjana (S1)

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

33.

Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah
dasar yang memiliki ijazah D-IV atau SI1,
sertifikat pendidik dan surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

34.

Jumlah kepala sekolah pada satuan
pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah
D-IV atau Sl

Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

2 Kesehatan

Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang
memenuhi sarana, prasarana dan alat
kesehatan (SPA) sesuai standar

Dinas Kesehatan

Jumlah RS dibina dan
akreditasinya

dipersiapkan

Dinas Kesehatan

Jumlah dukungan logistik kesehatan yang
tersedia

735

Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan
antenatal

42

Dinas Kesehatan

Jumlah dukungan logistik kesehatan yang
tersedia

64

Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan
persalinan sesuai standar

42

Dinas Kesehatan

Jumlah dukungan logistik kesehatan yang
tersedia

63

Dinas Kesehatan
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8. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 21 -
neonatal esensial sesuai standar

9. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 164 Dinas Kesehatan -
tersedia

10. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 21
kesehatan balita sesuai standar

11. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 79 -
tersedia

12. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 21 Dinas Kesehatan -
kesehatan anak wusia pendidikan dasar
sesuai standar

13. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 3 -
tersedia Dinas Kesehatan

14. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 42 -
kesehatan sesuai standar

15. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 6 -
tersedia Dinas Kesehatan

16. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 21 -
kesehatan sesuai standar

17. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 4 -
tersedia Dinas Kesehatan

18. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 42 -
kesehatan sesuai standar

19. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 4 -
tersedia

20. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 42 Dinas Kesehatan -

kesehatan sesuai standar
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21. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 44 -
tersedia Dinas Kesehatan
22. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 50 -
kesehatan sesuai standar
23. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 2 -
tersedia Dinas Kesehatan
24. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 52 -
kesehatan sesuai standar
25. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang 13 -
tersedia :
26. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan 121 Dinas Kesehatan -
kesehatan sesuai standar
3 Pekerjaan 1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di 0 Dinas SP
Umum Dan WS kewenangan kabupaten/kota (ha) Perumahan
Penataan Rakyat dan
Ruang Kawasan
Permukiman
2. Panjang sungai di kawasan permukiman 0 Dinas SP
yang rawan banjir di WS kewenangan Perumahan
kabupaten/kota (m) Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
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Luas kawasan permukiman sepanjang pantai 0 Dinas SP
yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Perumahan
kewenangan kabupaten/kota (ha) Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Panjang pantai di kawasan permukiman yg 0 Dinas SP
rawan abrasi, erosi, akresi di WS Perumahan
kewenangan kabupaten/kota (m) Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Rencana Tata Pengaturan air dan tata 0 Dinas SP
pengairan/rencana pengelolaan sumber daya Perumahan
air WS Kewenangan kabupaten/kota Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata 0 Dinas SP
pengairan/rencana pengelolaan sumber daya Perumahan
air kewenangan kabupaten/kota Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Data prasarana dan sarana pengaman pantai 0 Dinas Perumahan SP
dan sungai milik pemerintah Rakyat dan
kabupaten/kota Kawasan
Permukiman
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Persentase panjang jaringan irigasi primer
kondisi baik

85,32

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

Persentase panjang jaringan irigasi sekunder
dalam kondisi baik

69,37

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

10.

Persentase panjang jaringan irigasi tersier
dalam kondisi baik

32.175

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

11.

Penetapan dokumen RISPAM

kabupaten/kota (Ada /Tidak)

ADA

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

12.

Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA
Kab/Kota (Ada/Tidak)

ADA

Perumahan
dan

Dinas
Rakyat
Kawasan
Permukiman
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13. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota ADA Dinas Perumahan -
Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak) Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
14. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan 1 Dinas -
Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan Perumahan
SPAM Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
15. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM 1 Dinas Pekerjaan -
dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Umum Penataan
Daerah lain. Ruang
16. Jumlah rumah dengan akses  wunit Dinas Pekerjaan -
pengolahan  setempat untuk  kegiatan 61.384 Umum Penataan
pemenuhan pelayanan dasar menggunakan Ruang
SPALD-S
17. Jumlah rumah dengan akses sambungan Dinas Pekerjaan -
rumah untuk kegiatan pemenuhan 2.010 Umum Penataan
pelayanan dasar menggunakan SPALD-T Ruang
18. Jumlah rumah dengan akses unit Dinas Perumahan -
pengolahan setempat dan data jumlah Rakyat dan
rumah dengan akses sambungan rumah Kawasan
63.394 Permukiman

untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar
menggunakan SPALD S dan SPALD-T
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19. Jumlah rumah yang sudah menerima 62 Dinas -
pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
20. Jumlah rumah yang sudah menerima Dinas -
pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja 62 Lingkungan
Hidup
21. Jumlah rumah yang sudah menerima Dinas -
pelayanan jasa pengolahan air limbah Perumahan
domestik 63.394 Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
22. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S 61.384 Dinas -
akses dasar Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
23. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S 61.384 Dinas -
akses aman Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
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24.

Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T
akses aman

2.010

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

25.

Kinerja  penyediaan  unit  pengolahan

setempat

63.394

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

26.

Kinerja penyediaan sarana pengangkutan
lumpur tinja

57,87

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

27.

Kinerja penyediaan prasarana pengolahan
lumpur tinja

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

28.

Kinerja penyediaan sambungan rumah yang
tersambung ke IPALD

63.349

Perumahan
dan

Dinas
Rakyat
Kawasan
Permukiman
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29. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur 57,87 Dinas -
tinja Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
30. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah 2.722 Dinas -
tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) Perumahan
yang laik fungsi Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
31. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah 62 Dinas -
Kab/Kota dalam tahun eksisting Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
32. Penetapan Peraturan Daerah tentang ADA Dinas -
Bangunan/Gedung (Ada/Tidak) Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
33. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota ADA Dinas Perumahan -
tentang Tim  Ahli  Bangunan/Gedung Rakyat dan
(Ada/Tidak) Kawasan
Permukiman
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34. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan Dinas -
oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan Perumahan
dilestarikan 1 Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
35. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan Dinas -
oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan Perumahan
strategis daerah provinsi 1 Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
36. Jumlah bangunan gedung negara milik 2.722 Dinas -
Pemerintah Kab/Kota Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
37. Jumlah bangunan gedung negara milik 22 Dinas Perumahan -
pemerintah kabupaten /kota yang Rakyat dan
dipelihara/dirawat Kawasan
Permukiman
38. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan 1.074,009 Km Dinas -
Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Perumahan
Kab/Kota Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
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39.

Panjang jalan yang dibangun

15,63

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

40.

Panjang jembatan yang dibangun

165

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

41.

Panjang jalan
(struktur/fungsi)

yang ditingkatkan

92,28

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

42.

Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

43.

Panjang jalan
direkonstruksi/direhabilitasi

yang

8,08

Perumahan
dan

Dinas
Rakyat
Kawasan
Permukiman
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44.

Panjang jembatan yang direhabilitasi

8,8

Dinas

Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman

45.

Panjang jalan yang dipelihara

22,6

Dinas

Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman

46.

Panjang jembatan yang dipelihara

Dinas Pekerjaan
Umum Penataan

Ruang

47.

Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di
wilayah kabupaten/kota

Dinas Pekerjaan
Umum Penataan
Ruang

48.

Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih
di wilayah kabupaten/kota

27

Dinas Pekerjaan
Umum Penataan
Ruang

49.

Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang
tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota

27

Dinas Pekerjaan
Umum Penataan

Ruang
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50.

Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina
Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota
yang aktif dengan data termutakhir

Dinas Pekerjaan
Umum Penataan
Ruang

51.

Tersedianya data dan informasi potensi
pasar  jasa konstruksi di wilayah
kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang
bersumber dari APBD Kab/Kota

Dinas Pekerjaan
Umum Penataan
Ruang

52.

Tersedianya data dan informasi potensi
pasar  jasa  konstruksi di wilayah
kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang
bersumber dari APBN

Dinas Pekerjaan
Umum Penataan
Ruang

53.

Tersedianya data dan informasi potensi
pasar  jasa konstruksi di wilayah
kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang
bersumber dari pendanaan lainnya

Dinas Pekerjaan
Umum Penataan
Ruang

54.

Tersedianya data dan informasi paket
pekerjaan jasa konstruksi sesuai
kewenangannya yang sudah dan sedang
dilaskanakan oleh badan wusaha jasa
konstruksi yang termutakhir secara berkala

757

Dinas Pekerjaan
Umum Penataan
Ruang

55.

Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan
jasa konstruksi kabupaten/kota

Dinas Pekerjaan
Umum Penataan
Ruang
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56. Tersedianya data dan informasi Pelatihan 1 Dinas Pekerjaan -
Tenaga operator/teknisi/analisis Konstruksi Umum Penataan
di wilayah kabupaten/kota yang Ruang
dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama
dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Kerja (LPKK) yang diregistrasi oleh Menteri
yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi,
profesi, perguruan tinggi, dan instansi
pemerintah lainnya
57. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja 27 Dinas Pekerjaan -
konstruksi yang terlatih di wilayah Umum Penataan
kabupaten/kota yang dibuktikan dengan Ruang
sertifikat pelatihan operator dan
teknisi/analis
58. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja 27 Dinas Pekerjaan -
konstruksi  terlatih yang  tersertifikasi Umum Penataan
operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota Ruang
59. Tersedianya data dan informasi badan usaha 1 Dinas Pekerjaan -
yang mendapatkan pembinaan di wilayah Umum Penataan
kabupaten/kota Ruang
60. Tersedianya data dan informasi pemenuhan 1 Dinas Pekerjaan -
komitmen permohonan IUJK badan usaha Umum Penataan
dan TDUP yang disetujui Ruang
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61. Tersedianya data dan informasi hasil 1 Dinas Pekerjaan -
pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, Umum Penataan
klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau Ruang
kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha
jasa konstruksi yang menjadi kewenangan
pengawasannya

62. Tersedianya data dan informasi kecelakaan 1 Dinas Pekerjaan -
konstruksi pada proyek yang menjadi Umum Penataan
kewenangan pengawasannya Ruang

63. Tersedianya data dan informasi hasil 1 Dinas Pekerjaan -
pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, Umum Penataan
klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau Ruang
kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar
jasa konstruksi yang menjadi kewenangan
pengawasannya

64. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di 1 Dinas Pekerjaan -
wilayah kab/kota Umum Penataan

Ruang

65. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki 0 Dinas Pekerjaan SP

TDUP di wilayah kabupaten/kota Umum Penataan
Ruang
66. Jumlah badan usaha yang memiliki [UJKN 1 Dinas Pekerjaan -

yang terlibat dalam proyek di wilayah
Kab/Kota

Umum Penataan
Ruang
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67. Jumlah badan usaha yang mendapatkan 1 Dinas Pekerjaan -
pembinaan di wilayah Kab/Kota Umum Penataan
Ruang
68. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan 1 Dinas Pekerjaan -
IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui Umum Penataan
Ruang
69. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian 1 Dinas Pekerjaan -
jenis, sifat, klasifikasi, layanan wusaha, Umum Penataan
bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan Ruang
kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi
kewenangan pengawasannya
70. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek 0 ) ) Surat dari
yang menjadi kewenangan pengawasannya Dinas ~ Pekerjaan BPJS
Umum Penataan
ketenagaker
Ruang .
jaan
71. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian 1 Dinas Pekerjaan -
jenis, sifat, klasifikasi, layanan wusaha, Umum Penataan
bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan Ruang
segmentasi pasar jasa konstruksi yang
menjadi kewenangan pengawasannya
4 Perumahan 1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan 0 Dinas Perumahan SP
rawan bencana dan rencana penanganannya Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
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Jumlah rumah yang terkena bencana alam 3.597 Dinas -
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang 3.597 Dinas -
rumahnya terkena bencana alam Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Jumlah unit rumah korban bencana yang 2 Dinas -
dibangun kembali sesuai dengan rencana Perumahan
aksi Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Jumlah unit rumah korban bencana yang 1 Dinas -
dibangun baru/relokasi sesuai dengan Perumahan
rencana aksi Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
Jumlah unit rumah korban bencana yang 1 Dinas Perumahan -
dibangun baru/relokasi sesuai dengan Rakyat dan
rencana aksi Kawasan
Permukiman
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7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang 0 Dinas SP
akan menjadi tempat tinggal sementara Perumahan
korban bencana Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana 3.597 Dinas -
yang terfasilitasi Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan 0 Dinas SP
lahan Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
10. Jumlah rumah tangga penerima layanan 0 Dinas SP
yang telah mendapatkan fasilitasi ganti Perumahan
kerugian aset properti berdasarkan rencana Rakyat dan
pemenuhan SPM Kawasan
Permukiman
11. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan 0 Dinas Perumahan SP
layanan yang belum mendapatkan fasilitasi Rakyat dan
penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan Kawasan
berdasarkan rencana pemenuhan SPM Permukiman
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12. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan 0 Dinas SP
layanan subsidi uang sewa berdasarkan Perumahan
rencana pemenuhan SPM Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
13. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan 0 Dinas SP
layanan yang telah mendapatkan penyediaan Perumahan
rumah layak huni berdasarkan rencana Rakyat dan
pemenuhan SPM Kawasan
Permukiman
14. Jumlah rumah tangga penerima layanan 0 Dinas SP
yang belum mendapatkan penyediaan rumah Perumahan
layak huni berdasarkan rencana pemenuhan Rakyat dan
SPM Kawasan
Permukiman
15. Jumlah total luasan (ha) pengadaan tanah 0,009 Ha Dinas -
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
16. Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman 855,5 Ha Dinas Perumahan -
kumuh <10 Ha Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
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17.

Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH

1.439 Unit

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

18.

Jumlah luasan (ha) penanganan infrastrukur
kawasan kumuh

13,72 Ha

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

19.

Jumlah rumah di kabupaten/kota

70.229

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

20.

Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH

1.439

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

21.

Jumlah rumah tidak layak huni

8.706

Perumahan
dan

Dinas
Rakyat
Kawasan
Permukiman
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22.

Jumlah rumah yang tidak dihuni

0

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

SP

23.

rasio rumah dan KK

Jumlah KK
Jumlah total unit rumah

86.107

70.191

X 100%

=122,67%

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

24.

Jumlah rumah pembangunan baru

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

SP

25.

Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

26.

Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi
air minum

53.372

Perumahan
dan

Dinas
Rakyat
Kawasan
Permukiman
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27.

Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan
lingkungan

60.435

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

28.

Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses
sanitasi (on site/off site)

63.394

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

29.

Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

SP

30.

Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses
PJU

42.172

Dinas
Perumahan
Rakyat
Kawasan
Permukiman

dan

31.

Jumlah pengembang yang tersertifikasi

Perumahan
dan

Dinas
Rakyat
Kawasan
Permukiman
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32. Jumlah pengembang yang teregistrasi 8 Dinas -
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
33. Jumlah pengembangan yang mendapat 0 Dinas SP
penyuluhan atau pelatihan Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
5 | Ketentraman, | 1. Jumlah  pelanggaran dan  pengaduan Satuan Polisi -
. . . . 450 .
Ketertiban trantibum Kab/Kota yang ditangani Pamong Praja
Umum Dan 2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan 20 Satuan Polisi -
Perlindungan dikukuhkan Pamong Praja
Masyarakat 3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 4 Satuan Polisi -
Pamong Praja
4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki 1 Satuan Polisi -
kualitas sebagai PPNS Pamong Praja
5. Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan .. -
Perkada  serta penanganan  gangguan 10 Satuan ) Polist
) Pamong Praja
Trantibum
6. Tersedianya sarana dan prasarana minimal 47 Satuan Polisi -

Pamong Praja
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Persentase penyelesaian dokumen KRB 0 Badan SP
sampai dengan dinyatakan sah/legal Penanggulangan
Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Bencana Daerah
X 100%
Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan
sudah disahkan
Persentase jumlah penduduk dikawasan 1,19 Badan -
rawan bencana yang memperoleh informasi Penanggulangan
rawan bencana sesuai jenis ancaman Bencana Daerah
bencana :
Jumlah penduduk di Kawasan rawan bencana yang
memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman
bencana
X 100 %
Seluruh penduduk di Kawasan rawan Bencana sesuai jenis
ancaman bencana
Persentase penyelesaian dokumen RPB 0 Badan SP
sampai dinyatakan sah/legal Penanggulangan

Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun

X 100%

Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap
dan sudah di sah kan

Bencana Daerah
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10. Persentase penyelesaian dokumen renkon 0 Badan SP
sampai dinyatakan sah/legal : Penanggulangan
Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Bencana Daerah
X 100%
Jumlah satu dokumen renkon yang
lengkap dan sudah disahkan
11. Persentase jumlah aparatur dan warga 100 Badan -
negara yang ikut pelatihan Penanggulangan
Jumlah aparatur dan warga negara Bencana Daerah
yang ikut pelatihan
X 100%
Jumlah aparatur dengan warga
Negara di Kawasan rawan belanja
12. Persentase warga negara yang ikut pelatihan 100 Badan -
Jumlah warga negara yang ikut pelatihan Penanggulangan
X 100% Bencana Daerah
Jumlah warga negara yang berada
di Kawasan rawan bencana
13. Persentase warga negara yang mendapat 0 Badan SP
layanan pusdalops penanggulangan bencana Penanggulangan

dan sarana
bencana :

prasarana penanggulangan

Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops

X 100%

Jumlah warga negara yang berada di Kawasan rawan bencana

Bencana Daerah
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14. Persentase warga negara yang mendapat 0,01 Badan -
peralatan perlindungan Penanggulangan
Jumlah warga negara yang mendapat Bencana Daerah
layanan peralatan perlindungan
X 100%
Jumlah warga negara yang berada di
Kawasan rawan bencana
15. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 0 Badan SP
jam untuk setiap status KLB Penanggulangan
Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam Bencana Daerah
untuk setiap penetapan KLB
X 100%
Jumlah seluruh penetapan status KLB
16. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 100 Badan -
jam untuk setiap status darurat bencana : Penanggulangan
Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap Bencana Daerah
penetapan status darurat bencana
X 100%
Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana
17. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam 100 Badan -
penanganan darurat bencana : Penanggulangan

Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan
darurat bencana

X 100 %
Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan
darurat bencana

Bencana Daerah
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18.

Persentase jumlah korban berhasil dicari,
ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian

bencana : Badan
Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan 100 Penanggulangan
dievakuasi Bencana Daerah
X100%
Perkiraan jumlah korban keseluruhan bencana
19. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan 48 Satuan Polisi -
evakuasi pada kondisi membahayakan Pamong Praja
manusia (operasi darurat non kebakaran)
oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan di kabupaten/kota
20. Tersedianya pos sektor damkar yang -
dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana 4 Satuan Polisi
prasarana penyelamatan di kantor Pamong Praja
kecamatan
21. Tersedianya aparatur selama 24 jam yang Satuan Polisi -
dilaksanakan secara bergantian (shift) di 1 Pamong Praja
kantor kecamatan
22. Pos damkar yang dilengkapi dengan -
sarana/prasarana damkar, sara.na p.rasara%na Satuan Polisi
penyelamatan dan evakuasi di setiap 4 )
Pamong Praja
kelurahan/desa
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23. Jumlah dan jenis sarana prasarana 54 Satuan Polisi -
pemadaman, penyelamatan dan evakuasi Pamong Praja

24. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang 0 Satuan Polisi SP
memenuhi standar kualifikasi pemadam Pamong Praja
sebagaimana dimaksud Permendagri Nomor
16 Tahun 2009 tentang standar kualifikasi
aparatur pemadam kebakaran

25. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan SP
Dinas Pemadam Kebakaran dan 0 Satuan Polisi
Penyelamatan atau perangkat daerah yang Pamong Praja
menyelenggarakan sub urusan kebakaran

26. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur 0 Satuan Polisi SP
pemadam kebakaran Pamong Praja

6 Sosial 1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang 1 Dinas Sosial -

dimiliki

2. Jumlah data  penyandang  disabilitas Dinas Sosial -
terlantar, anak terlantar, lanjut usia 959
terlantar dan gepeng yang masuk dalam data
terpadu FM dan OTM

3. Jumlah tim reaksi cepat yang dibentuk 0 Dinas Sosial SP

4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, -
anak terlantar, lanjut usia terlantar dan 559 Dinas Sosial

gepeng yang dijangkau
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Jumlah kendaraan roda empat yang akses
khusus layanan kedaruratan yang dimiliki

Dinas Sosial

SP

Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar,
lanjut usia terlantar dan gepeng yang
menerima paket permakanan sesuai standar
gizi

259

Dinas Sosial

Jumlah
tinggal
standar

rumah  singgah/shelter/tempat
sementara yang dimiliki sesuai

Dinas Sosial

SP

Jumlah penyandang disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
gepeng yang menerima paket sandang

259

Dinas Sosial

Jumlah penyandang disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
gepeng yang memanfaatkan alat bantu

90

Dinas Sosial

10.

Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah
singgah/shelter

Dinas Sosial

SP

11.

Jumlah paket perbekalan kesehatan yang
tersedia

Dinas Sosial

SP

12.

Jumlah penyandang disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
gepeng yang memanfaatkan
perbekalan kesehatan

paket

259

Dinas Sosial
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13.

Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di
rumah singgah

Dinas Sosial

SP

14.

Jumlah pekerja sosial professional dan /
atau TKS dan / atau relawan sosial yang
disediakan

16

Dinas Sosial

15.

Jumlah penyandang disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik,
mental dan sosial sesuai standar di keluarga,
masyarakat, dinas sosial, rumah
singgah /shelter dan/atau pusat
kesejahteraan sosial

259

Dinas Sosial

16.

Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan
kepada keluarga dan masyarakat

259

Dinas Sosial

17.

Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak
terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang
difasilitasi untuk mendapatkan dokumen
kependudukan

Dinas Sosial

18.

Jumlah penyandang disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
gepeng yang mendaaptkan akses layanan
pendidikan dan kesehatan dasar

Dinas Sosial
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19.

Jumlah penyandang disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
gepeng yang mendapatkan layanan
penelusuran keluarga

14

Dinas Sosial

20.

Jumlah penyandang disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
gepeng yang direunifikasi dengan keluarga

10

Dinas Sosial

21.

Jumlah penyandang disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut usia terlantar dan
gepeng yang dirujuk

Dinas Sosial

22.

Jumlah korban bencana yang mendapat
makanan

5507

Dinas Sosial

23.

Jumlah korban bencana yang menerima
paket sandang

2774

Dinas Sosial

24.

Jumlah tempat penampungan pengungsi
yang dimiliki

481

Dinas Sosial

25.

Jumlah paket permakanan khusus bagi
kelompok rentan

SP

Dinas Sosial

26.

Jumlah korban bencana yang menerima
pelayanan dukungan psikososial

5507

Dinas Sosial

27.

Jumlah pekerja social professional/tenaga
kesejahteraan social dan/atau relawan
sosial yang tersedia

74

Dinas Sosial
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7 Tenaga Kerja | 1. Dokumen perencanaan tenaga kerja 1 Dinas -
kabupaten/kota Ketenagakerjaan
2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam | (172.950-163.212) -
rencana tenaga kerja X 100% .
. e . . 5,63 % Dinas
Realisasi indikator — target indikator )
Ketenagakerjaan
X 100% | - 172.950
Realisasi
3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana 0 Dinas Sp
tenaga kerja di kabupaten/kota Ketenagakerjaan
4. Persentase penerapan program PBK dengan Dinas -
. . 100% .
kualifikasi kluster Ketenagakerjaan
5. Persentase instruktur bersertifikat 100% Dinas -
kompetensi ° Ketenagakerjaan
6. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta 0.66% Dinas -
pelatihan S Ketenagakerjaan
7. Persentase LPK yang terakreditasi 42,86% Dinas -
Ketenagakerjaan
8. Persentase LPK yang memiliki perijinan Dinas -
71,43% .
Ketenagakerjaan
9. Jumlah penganggur yang dilatih 306 orang Dinas . -
Ketenagakerjaan
10. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan Dinas -
86,93% Ketenagakerjaan
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11. Persentase penyerapan lulusan 80,71% Dinas -
Ketenagakerjaan
12. Lulusan bersertifikat kompetensi Dinas -
16,1 % Ketenagakerjaan
13. Jumlah calon pekerja migran Indonesia| O SP
(CPMI) / Calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) |—— X 100% =0
yang diberikan pelatihan : 0 Dinas
Y CPMI dilatih Ketenagakerjaan
X 100%
> CPMI terdaftar
14. Jumlah pelatihan calon pekerja migran Dinas
Indoensia (CPMI) / Calon tenaga kerja 0 Ketenagakerjaan SP
Indonesia (CTKI)
15. Persentase perusahaan yang menerapkan o Dinas Sp
program peningkatan produktivitas Ketenagakerjaan
16. Data tingkat produktivitas total 0.82% Dinas -
’ Ketenagakerjaan
17. Persentase perusahaan yang telah memiliki Dinas -
37,8% .
Peraturan Perusahaan (PP) Ketenagakerjaan
18. Persentase perusahaan yang telah memiliki 100% Dinas -
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Ketenagakerjaan
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19. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi -
Serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat,
federasi Serikat pekerja/serikat buruh yang
ik kerj ik h di Di
tercatat, Serikat pekerja/serikat buru ' di 3 serikat Buruh inas ‘
perusahaan yang tercatat, Serikat Ketenagakerjaan
pekerja/serikat buruh di luar perusahaan
yang tercatat dan anggota  Serikat
Pekerja/Serikat Buruh di perusahaan
20. Persentase perusahaan yang sudah Dinas -
100% .
Menyusun struktur skala upah Ketenagakerjaan
21. Persentase perusahaan yang telah terdaftar Dinas -
. . 105,4% ,
sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan
22. Persentase jumlah  perusahaan  yang Dinas
. 0 . SP
berselisih Ketenagakerjaan
23. Jumlah mogok kerja 0 Dinas SP
Ketenagakerjaan
24. Jumlah penutupan perusahaan 0 Dinas SP
Ketenagakerjaan
25. Jumlah perselisihan kepentingan 0 Dinas SP
Ketenagakerjaan
26. Jumlah perselisihan antar serikat 0 SP
pekerja/serikat buruh (SP/SB) dalam satu Dinas
perusahaan Ketenagakerjaan
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27. Jumlah perselisihan PHK 0] Dinas SP
Ketenagakerjaan
28. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK 0 Dinas SP
Ketenagakerjaan
29. Jumlah perselisihan yang diselesaikan 0 Dinas SP
melalui perundingan bipartite Ketenagakerjaan
30. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang 0 Dinas SP
diberdayakan Ketenagakerjaan
31. Persentase perselisihan hubungan industrial 0 Dinas SP
yang  diselesaikan  melalui  Perjanjian| — X 100% =0 Ketenagakerjaan
Bersama oleh Mediator Hubungan 0
Internasional :
Jumlah Perjanjian Bersama
X 100%
Jumlah kasus perselisihan
32. Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia Dinas SP
0 .
dalam kabupaten/kota Ketenagakerjaan
33. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di 657 Dinas -
kabuapten/kota Ketenagakerjaan
34. Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah 0 Dinas SP
kabupaten/kota Ketenagakerjaan
35. Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam 0] Dinas SP
satu kabupaten/kota )
Ketenagakerjaan
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36. Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja 1 Dinas -
Ketenagakerjaan

37. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja 0 Dinas SP
Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu Ketenagakerjaan
wilayah kabupaten/kota

38. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh 510 Dinas -
ketenagakerjaan kabupaten/kota Ketenagakerjaan

39. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui 0 Dinas SP
informasi pasar kerja (IPK) online (sisnaker) Ketenagakerjaan

1. Jumlah calon pekerja migran Indonesia 0 Dinas SP
(CPMI) / calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) | —— X 100% = 0% Ketenagakerjaan
yang mendapatkan sosialisasi : 0

> CPM / CTKI yang mendapatkan sosialisasi
X 100%
Y CPMI /CTKI

2. Jumlah calon pekerja migran Indonesia| O SP
(CPMI) / calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) |—— X 100% =0 Dinas
yang terdata 3 Ketenagakerjaan

3. Jumlah calon pekerja migran Indonesia| O SP
(CPMI) / tenaga kerja Indonesia (TKI) yang| — — X 100% =0 Dinas
mendapatkan fasilitasi kepulangan : 0 Ketenagakerjaan
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Y Fasilitasi PMI yang dipulangkan

X 100%
> PMI yang pulang

Jumlah Jumlah pekerja migran Indonesia
(PMI) / tenaga kerja Indonesia (TKI) yang
mendapatkan pendidikan dan pelatihan
kerja :
> PMI yang mendapatkan pendidikan
dan pelatihan kerja TKI

X 100%
Y PMI/TKI

0
— X 100% =0
0]

Dinas
Ketenagakerjaan

SP

Data  pemberdayaan pekerja  migran
Indonesia (PMI) / tenaga kerja Indonesia
(TKI) purna dan keluarganya :
> PMI/TKI purna dan keluarganya
yang diberdayakan

X 100%
> PMI/TKI purna dan keluarganya

0
— X 100% =0
0

Dinas
Ketenagakerjaan

SP

Jumlah layanan terpadu satu atap (LTSA)
yang dibentukan :
> LTSA yang terbentuk

X 100%
Jumlah daerah kantong PMI/TKI

0
— X 100% =0
0

Dinas
Ketenagakerjaan

SP
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Pengendalian
Penduduk Dan
Keluarga
Berencana

Tersedianya  dokumen Grand  Design
Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang
di Perda kan

Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Median Usia Kawin Pertama Perempuan
(MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun

23

Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

LPPD KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022

Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun
(Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)

7,8

Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
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No

Urusan
Pemerintahan
Wajib

Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

4.

Persentase masyarakat yang terpapar isi
pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)

40,79%

Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan
Anak

dan

Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan
dan kerja (termasuk organisasi
kemasyarakatan) yang berperan serta aktif
dalam pengelolaan Program KKBPK

mitra

302

Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Persentase fasilitasi kesehatan (faskes) yang
siap melayani KB MKJP

64%

Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
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No

Urusan
Pemerintahan
Wajib

Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

28,56%

Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan
Anak

dan

Pemerintah daerah kabupaten/kota yang
memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif

33

Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

9.

Persentase pelayanan KB pasca persalinan

35%

Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
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No

Urusan
Pemerintahan
Wajib

Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

10.

Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan
Kota dengan kesertaan rendah

61.51%

Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

11.

Persentase kesertaan KB keluarga Penerima
Bantuan Iuran (PBI)

44,44%

Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Pangan

Tersedianya infrastruktur pergudangan dan
sarana pendukung lainnya untuk
penyimpanan cadangan pangan

Perum
Cabang
Siantar

BULOG
Pematang

Dinas ketahanan
pangan dan
perikanan

Tersedianya dan tersalurkannya pangan
pokok dan pangan lainnya

0

Dinas ketahanan
pangan
perikanan

dan

SP
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Urusan

No | Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
Wajib
Tersedianya regulasi harga minimum daerah 0 Dinas ketahanan SP
untuk pangan lokal pangan dan
perikanan
Terlaksananya kegiatan pemberdayaan 3 Dinas ketahanan -
masyarakat dalam rangka pemenuhan
. .. pangan dan
konsumsi pangan yang beragam dan bergizi i
. perikanan
seimbang
Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan 0 Dinas ketahanan SP
pangan pangan dan
perikanan
Tertandinginya kerawanan pangan 0 Dinas ketahanan SP
pangan dan
perikanan
Tersalurkannya cadangan pangan pada 0 Dinas ketahanan SP
daerah rentan rawan pangan pangan dan
perikanan
Terlaksananya pengawasan keamanan 10 Dinas ketahanan -
pangan segar pangan dan
perikanan
10 Pertanahan SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati 0 Dinas SP
perumahan
rakyat dan
kawasan
permukiman
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Urusan

No | Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
Wajib
SK Bupati/Walikota tentang penetapan 0 Dinas SP
tanah objek landreform yang bersumber dari perumahan
tanah kelebihan maksimum/absentee dan rakyat dan
daftar subjek kawasan
permukiman
SK Bupati/Walikota tentang penetapan 0 Dinas SP
besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik perumahan
tanah rakyat dan
kawasan
permukiman
Dokumen izin membuka tanah 100 Dinas -
perumahan
rakyat dan
kawasan
permukiman
Dokumen perencanaan penggunaan tanah 0 Dinas SP
kabupaten/kota perumahan
rakyat dan
kawasan
permukiman
11 Lingkungan Hasil perhitungan kabupaten/kota terhadap: . -
. . . Dinas
Hidup a) Indeks Kualitas Air (IKA) 63,33 Lingkungan
b) Indeks Kualitas Udara (IKU) 90,52 .
74,45 Hidup

c) Indeks Tutupan Hutan (ITH)
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Urusan

No | Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
Wajib

Tersedianya data dan informasi penanganan Dinas -
sampah di wilayah kabupaten/kota 398 Lingkungan

Hidup
Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Dinas -
negara oleh pemerintah daerah 141 Lingkungan
kabupaten/kota Hidup
Rasio pejabat pengawas LH di daerah -
(PPLHD) di kabupaten/kota terhadap usaha Dinas
yang izin LINGKUNGAN, izin PPLH dan PUU 10,63 Lingkungan
LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Hidup
kabupaten/kota
Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH 3 -
yang berada di daerah kabupaten/kota Dinas
Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH Lingkungan
yang berada di dua atau lebih daerah Hidup
kab/kota
Terfasilitasinya kegiatan peningkatan 0 Dinas SP
pengetahuan dan keterampilan masyarakat Lingkungan
hukum adat terkait PPLH Hidup
Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang 0 Dinas SP
diberikan diklat Lingkungan

Hidup
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Urusan

No | Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
Wajib
Penanganan pengaduan masyarakat terkait 26 Dinas -
izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang Lingkungan
diterbitkan oleh pemerintah daerah Hidup
kabupaten/kota, lokasi usaha dan
dampaknya di daerah kabuapten/kota yang
ditangani
12 | Administrasi Penerbitan akta perkawinan 56.411 Dinas -
Kependudukan kependudukan
Dan dan catatan sipil
Pencatatan Penerbitan akta perceraian 353 Dinas -
Sipil kependudukan
dan catatan sipil
Penerbitan akta kematian 20.476 Dinas -
kependudukan
dan catatan sipil
Penyajian data kependudukan Dinas -
3 kependudukan
dan catatan sipil
13 | Pemberdayaan Jumlah desa yang terfasilitasi dalam 8 Dinas -
Masyarakat kerjasama antar desa Pemberdayaan
Dan Desa Masyarakat dan
Desa
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Urusan

No | Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
Wajib
Jumlah desa yang melakukan kerjasama 2 Dinas -
antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah Pemberdayaan
desa yang melakukan kerjasama antar desa Masyarakat dan
tahun sebelumnya Desa
Jumlah lembaga kemasyarakatan dan 150 Dinas -
lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam Pemberdayaan
peningkatan kapasitas dan diberdayakan Masyarakat dan
Desa
Jumlah peningkatan desa yang lembaga Dinas -
kemasyarakatan dan lembaga adatnya 62 Pemberdayaan
melaksanakan kegiatan ekonomi produktif Masyarakat dan
dan pemberdayaan Desa
14 | Pemberdayaan Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Dinas -
Perempuan kabupaten/kota yang telah dilatih PUG Pengendalian
Dan Penduduk,
Perlindungan 47 Keluarga
Anak Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Jumlah  program/kegiatan @ PUG  pada Dinas SP
perangkat daerah yang sudah dievaluasi Pengendalian
melalui  analisis gender di  tingkat 0 Penduduk,
kabupaten/kota Keluarga
Berencana,
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No

Urusan
Pemerintahan
Wajib

Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang
bekerja sama dengan kabupaten/kota (Dinas
PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan
kekerasan terhadap anak

Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Jumlah lembaga layanan anak yang telah
memiliki standar pelayanan minimal

Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
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No

Urusan
Pemerintahan
Wajib

Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

Persentase korban kekerasan anak yang
terlayani

92,3

Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Jumlah lembaga
mendapat pelatihan

layanan anak yang

Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Jumlah lembaga layanan anak yang
mendapatkan bantuan keuangan/fasilitasi
oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota
(APBD kabupaten/kota)

Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
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No

Urusan
Pemerintahan
Wajib

Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

Perlindungan
Anak

Jumlah organsasi kemasyarakatan yang
begerak dalam bidang perempuan tingkat
kabupaten/kota yang mendapatkan
pelatihan

Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan
Anak

dan

SP

Jumlah kader perempuan
kabupaten/kota yang sudah dilatih

tingkat

Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

SP

10.

jumlah Lembaga layanan pemberdayaan
perempuan yang mendapat pelatihan

Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
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No

Urusan
Pemerintahan
Wajib

Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Capaian Kinerja

Sumber Data

Keterangan

Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

11.

Jumlah lembaga layanan perempuan yang
mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas
oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota

(APBD kabupaten/kota)

Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

SP

12.

Jumlah  kebijakan/program  pencegahan
kekerasan terhadap perempuan termasuk
TTPO pada perangkat daerah yang sudah
dievaluasi

Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

SP
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Urusan

No | Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
Wajib
13. Jumlah Lembaga penyedia layanan 1 Dinas -
perlindungan hak perempuan yang telah Pengendalian
terstandarisasi Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
14. Persentase korban kekerasan perempuan Dinas -
yang terlayani : 13 Pengendalian
Jumlah kekerasan perempuan yang mendapatkan |~ X 100% =100 % | penduduk,
layanan 13 Keluarga
X 100% Berencana,
Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
15 | Perhubungan | 1. Persentase tersedianya fasilitas 46,15% Dinas -
penyelengga.traan terminal penumpang Perhubungan
angkutan Tipe C
2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 4.901 Dinas -
Perhubungan
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Urusan

No | Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci Keluaran Capaian Kinerja Sumber Data Keterangan
Wajib
Penetapan tarif angkutan orang antar kota 2 Dinas -
dalam kabupaten/kota serta angkutan
. Perhubungan

perkotaan dan perdesaan kelas ekonomi
Persentase pelaksanaan manajemen dan 100% Dinas -
rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Perhubungan
kabupaten/kota

16 Komunikasi Persentase perangkat daerah yang terkoneksi -

Dan di Jaringan Intra  Pemerintah atau Dinas
Informatika menggunakan akses internet yang 44 komunikasi dan

diamankan yang disediak